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BUPATI C]ANJUR

PERATURAN DAERAH (ABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 20]5

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA'TI CIANJUR,

oahra rntuk me.akstrJ{dn kernruan L.d.1e UnddnC
Nomor 6 'Ialun 2014 tent@g Desa jo PerarureDer"rin.ah Nomo- 43 lahun i0ta renrang p-rdru-qn
Pelal.smad UndangUlddA t\omor 6 Tahrn 20t4
tentmg Desa, mai{a untuk tertib, teiarah dm memjtiki
kejelasan tujudnya perlu dibentuk pemerintanm Desa;

bah$E oerdss kd Derlimbangdn sebagmana
dimaksud dalam hurui a, perlu menetapkan peFtum
DaeEh tentdg Desa;

Pasal i8 ayat (6) Undang-Undmg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembe.tukan Daeran-DaeEh Kabupaten Dalam
Lingkuhgan Propinsi Jawa Bdar (Berita Neg a
Republik Indonesia T ahun 1950) sebasaimda telah
diubal dengd Undang,Undang Nomor 4 Tahun 196a
tentmg Pembentukm Kabupaten Putual<trra dd
rabupatetr Subang deogm Mengubah Undang-Uddma
Nomor t4 Tanun 1950 tentmg Pembenrukan Daerab
daerah Kabupaten Dalan Linglangan propiosi Jawa
Barat (Lembaran Negda Republik tndonesia aahun
t96a Nomo.31, Tambahm Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2a51);

Undang-Undang Nomor 6 Tanun 2014 tent@g Desa
(Lembdd Nesara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomo! 7i Tmbahan Lembars NegaE RepubLik
Indonesia Nomor s495)j
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4. Undmg-Undang Nomor 23 Tanu 201.1 tentang
Pemelintahad Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone6ia Tahun 20Ia Nomor 244, Tamballm Lembdd
Negtua Republik Iddonesia Nomo! ss87) sebagaoea
telah beberapakali diuban temkhir dengan Undang
Unddg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentmg
Pemerintanm Daeran pembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5a, Tambanan Lembaran
Negtra Republik lndonesla Nomor 5679);

5, PeratuEn Penerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peratumn Pelaksanaan Undmg-Unddg Nomor 6 Tahun
2014 tentug Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 123,'tmbanm kmbdm
Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

6. Peraruran Menteri Dalm Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedomd Teknis Peraturan di Desa (Be.ita
Negara Republik Indonesia Tanun 20 14 Nomor 209 I)j

7, PeEtur@ Mentei Dalm Negeri Nomor 1I2 Talun 2oI4
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negda Republik
Indonesia Tahu 2014 Nomor 2092);

a, Peraturm Mente.i Ddm Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolzd Keuangan Desa (Berita Negda
RFpubl,k lndone"ia T"hJn r0'4 \omor20qJl:

9. Peraturan Menteri Dalm Negei Nomor 114 Tahun 2014
tent@A Pedomao Pembangunan Desa (Berita NegaE
Peprblik lndone.i.Tahur 20 l4 Noro, 2004):

10, Peratum Menteri Desa, Pembangund Daerai
Te.tinggal, dm TElsmigrasi Nomor 1 Taiu 2015
tentang Kewenmgm Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Taiun 2015 Nomor 154);

11. Peratuie Menteri Desa, Pembangunan Daeran
Tertinggal dm TEnsmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Taia aertib dan Mekmise
Pengambild MusyawaEh(Berita Negda Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)j

12. Peratuian Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun
20Oa tentmg Urusd Pemerintahan Daerah (Lefrbdan
Daerah Kabupaten cimjur Tanm 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Clmjur Nomor 07 Tarlun
2ooa tent@g organisasi Per@gkal Daeran dan
Pembentukan organisasi Peregkat Daeeh Kabuparen
cianjur (L€nbdan Daeran KabuPaten cianjur Tanu
2ooa Nomor 07 sen D) sebasai@na telrll beberapakali
diubah terar.nn dengan PeEturan Daerah Kabupatetr
Ciajur Nohor 9 Tahun 2013 tentang Perubahu (etiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang
Oiganlsasi Perangkat Daemh d@ Pembentukan
Organisasi Perdgkat Da€rah Kabupaten Cianjur
tEmba.an Daerah Kabupaten Cianjur Tahu 2013
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Dens@ Persetuiuan Be6ana

DEWAN PERWAKILAN MKYA'| DAERAHKABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUS(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAII'|ENTANG DESA.

BAB I
KETENAUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengd:
1. Peme.intal Pusat selanjutnya disebut Pemerintah

adabn Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan penerintahm negda Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalm Undang-Und@g Dasar
Negda Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Peme.intahan Daerah adabn Pemerintal Daeran dm

menyelenggarakan lmsm pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembaituan densao prinsip otonoml
seluas-luasnya dalan sistem dan prinsip Neg{a
Kesatum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam UndmA-Und@g Dasar Negam Republik
Indonesia Tahun 1945-

r Pene.'rt€h Daere roalai Bupari sebagai Jnsur
pFn)e'cnggdra Ppap-irurar Daer.h \tuA m"mirpin
pelaksaan urusan pemeintahan yang menjadi
kewenesm daerah otonom.

4. Provinsi adalan P.oviosi Jawa Bdat.
5. Daeran adalah Kabupateo cianiur.
6. Bupati adalan Bupati Cianjur.
7. Kecamatm adaDn wihyah kerja Cmat sebagai

pemngkat daerai Kabupaten Cimjur.
a. Camat adaian pemimpin dm koordinator

petryelenggaraan peme.intahan di wilayan ke.ja
kecmatan yang dalam pelaksanam iugasnya
mempercleh pelimpanan kewenangan pemerintanm
dari Bupati untul{ men@gmi sebagian uruse otonomi
daer.n dd menyelengga..l<an tugas umum
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9. Desa adahn desa dd desa adat atau veg disebul
dengd naha lain, seldjutnya disebut Desa adahn
kesatuo masy{akat hukum ymg memiliki batas
wihyan yang beryensg untuk mengatur dan menglrs
urusan pemerintah@, kePentingan masvarakat
seLemoa. beraas&k4r pranarsa maslaakat, tak 6sal
usJl, dd/atau tak mdisional varg di.kui dcn
dihomati dald slstem Pemerintahd Negara Kesatm
Repubiik lndonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah peny€leneBdaan urusan
Demerin a}jM od kFpen.irg masvddl€r seterpal
itatm sisten peme.inla}an Negara Kesatuan Republik

11. Pemerintai Desa adalah K€Pala Desa atau vang disebut
dengm nama lain dibdtu permgkat Desa sebagai
un6ur penlelelggara Pemerintahd Desa.

12.Badan Permusyawdatm Desa v@g seianjutnva
disingkat BPD adalah lembaga vang melaksear<m
rurssi oer-r'nrehan \"nc mego'dva merupakd wakil
d6ribmduduk Drsa berdasdkan ketrrual.,d wilavai
dd ditetapkd secara demok.aris.

13.KeDala Desa adalah peiabat Pemerintah Desa yang
mimpunyai wewenmg, tusas dd kemjiban untuk
menyelenggackan rumah tangea desanva dd
melakso;kan tugas dan Pemerintai dan Pemeriltah

14 PeEnekaL Desa ad5la. I nrur prmbmru KPpala Des-
\.ng :erdiri rtas sekr"ris drld. pF.al{sda kFwrlavah
ds peLaksda teknis.

lr.Penrabar Kcoala Dcss "dalai seormg pejaba' vae
di"nsLst o'.rr pejabcr va-s bFruena_8 unruk
melaksanakan tugas, hak dan wewendg serta
kewajibd Kepala Desa ddm kurun waltu tertentu.

16. Pegawai Negeri SiPil yang selmjutnva disingkat PNS

ad;bh wdEa Nesda Indonesia v@s memenuhi svdat
terteoru, didgk;t sebagai Pegawai Apamtur SiPil
Nesda secara tetaP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabats pemerintah@.

17. Musyawdah Desa adabn musvawdan antara BPD,

Pemerintal Desa, dd unsur nasvarakat vatrg
diselenggaraLan oleh BPD untul{ menvepakati hal vdg
besilat st.ategis.

la. Badd Usana Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badd usana vang se1uruh atau sebagie
besmodalrya dinilikr oleh DFsa neUlur pr_verrtun
secarq lanqsunq ttrs berasal dari kekaven Des" jdB
d.oi'ah"m suno mengFloa cs€r, J€sa D'tajman. dm
u;ah" ltunnva Lntuk sebes.r_besdnva r{esnahLeran

masyekat be6a
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19. Peralura Desa adalah peraturan Perundang_undoge
yug ditetapke oleh Kepala Desa stelah dibahaB da!
disepakati bersma BPD.

20. Pembangun@ Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dd kehidupan untuk sebesd besamya
kesejahleman tr@ydal<at Desa.

21- Pembeldayam Masydalat Desa adaiah upava
mensembdgkan kemddirian dan kesejahte!@
masyarakat d€nga! meningkatkm pengetanm, sikaP,
ketermpils, perilaku, kemampum, kesadaran, serta
memmfaatku smber daya melalui Penetapa!
kebijal{an. orcsrm. kegi6En. dd Pendsmpincd vmg
se6uai dengd esensi masalah dan Prioritas kebutuhan
masyaEkat Desa,

2r. \dwase Perdesad adalsl' kd$asd yMg mrmpun)aj
kegiatm utalm pertsian, temasuk pengelolaao
sumber daya alaE dengan susunan fungsi kawasan
\cbrgar !erprr permukiman pe'des.d, peLyddn jasa
pererintahan, Pelayanan sosial, ds kegiatan ekonomi.

23. Rencda Pembangunm Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rcn.6na
Keglatan Pembdgun@ Desa untuk jmgka waktn

24, Ren@a Kerja Pemerintah Desa, selmjutnya disebut
RKP Desa, adalai peniabdm dari RPJM Desa untuk
jangka wattu 1 (satu) tanun.

25. Keuangd Desa adabn semua har. dan kewajiban Desa
yang dapat dililai dengan udg serta segala sesuatu
berupa uang dm barang ydg berhubungm dengo
pelaksmad hak da! kewajiban Desa.

26. Aset Desa adalah balag milik Desa yang berasal d&i
kekay@ asli Desa, dibeli atau diperoleh atas bebm
Anggard Pendapatm dan Belmia Desa atau Perolehan
hak lainnya ymg sah.

27. Anggde Pendapatan d@ Beldja Desa, selanjutnva
disebut APB Desa, adahn renc@a keuango talunan
Pemerintaho Desa.

-8. Das De'a adaLd} dMo yarg ber6umbe- drri an8g.rd
pendapatm dan beluja negara yang diperuntuk&m
bagi Desa ymg ditransler melalui dggda pendaPatan
dan belanja daemn dan diBhatm untuk membiavai
penyelenggdd pemerintah@, pelaksanm
pemUmguan, pembinaan kemasvarakatd, d@
pemberdayaan masyaakat-

29. Aiokasi Dana Desa, selatrjuLlya dislnskat ADD adarah
dda perimbmgan ydg diteima Daeran dahm
Ansgard Pendapatan dan Beldja Daeran kabupaten
setelai dikurmgi Dana Alokasi (husus-
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30. Anggdd Pendapatm dm Belanja Daerah yds
sel@jutnya disingkat APBD adahn redcda keuangd
tanund Daerah yang ditetapkan deEgd peraturd

BAB N

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN CIANJUR

Pasal 2

(l) Dengm Peraturan Daeran ini ditetapkan jenis kesatuan
msyarakat hukum yeg memiliki batas wilayah y@8
beMenang untuk mengarur dan mengurus uusd
pemeintahan, kePertingan aasydakat setemPat
berdasdkan prak€rsa masydakat, h.1{ asal usul,
dd/atau hak tradisional yary diahi dan dihomati
dal@ sistem peme.intahan Negara (esatum Republik
Indonesia, yang ada di DaeEh adalah Desa

{2) Desa-Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (I) adalah
sebagaihana tercaEtum dalm Lampi.an sebagai bagian

)ane .rdrk .e pis.,hkd odr Peraruran Dq-rah u '.

BAB II]
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukd, Penghapus dan Pengeabungd Desa

Pasa13

{1)Pembentukm Desa dapat beruPa I

a. Pemekar@ dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa

b. Penggabung@ baglan Desa ddi Desa yms
bersandins menjadi r (satu) Desa; atau

c. Pengsabungm beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa

(2) Pembentukd Desa sebasaimana dimaksud pada ayat (1)

hads memenuhi sydat sebagaiMa yang tebn
ditetapkan di dalm pe6turd perundanga!_undaogd,

Pasai 4

(1) Pembentukan, Penghapusd dan pensgabungan Desa
dapat diusulkan oleh Pemenntan Desa kepada
Pemennd Da-r€h cbs daslr LsLJd p4''L'a
peobentukan Desa delgd dempertimbdgkan
p akarsa mss)deat dcs.. a'.. J.Jl. ad€l rsLiadJr'
kond'si sosrs, bJd"), masydal<.r desa. \Frl5
kemdPlE da! Potensi Desa.

penehapusa dd
penggabungd Desa harus dicantumkan dalam rencana
kerja Pemerintali Daerah.
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(3)Mekanise pembentukan,
penghapusan Desa oleh
dilaksmakm sesuai dengd
perundang undaogan.

Basian Kedua

Pasal s
Perubanm Status Desa

(1) Perubahan status Desa meliputi;
a. Desa menjadi KeLuraha;
b. Kelurahan menjadi Desa.

(2) Perubahan status Desa sebagaimam dimaksud ayat {tl
dil5]{shakan sesuai dengan ketentud dengm
peraturm perundang undansd.

Penggabungan dd
Pemerintall Daerah
ketentuan peraturan

Pasal6
(1)Pemerintan Daerah ddm mempml<dsai perubahm

status Kelu.ahm menjadi Desa sebagaimma dimaksud
da.lam Pasal s ayat (1) berdasdkan atas hasil evaluasi
tingkat perkembangan kelurahan di wilayahnya-

(2) Peme.intah Daerah dalam melakul<an perubanm starus
keluEhd menjadi desa wajib menyoslalisasikan dan
meLakukan jajak lendapat rencana perubahan status
kelurahm menjadi de6a kepada masyarakar kelurahan
yang bersmgkrtan.

(3) Hasil jajat pendapar dapat dijadikan da6 basi Bupati
untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(4) Penjabar KepaLa Desa sebagaimma dimaksud pada ayat
(4) melaksanakan tusas dm kewajibd serta wewenang
dan fungsi sesuai denge ketentuan leratu.an
perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentum lebih lanjut mengenai pelal<smen Penatad
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai denge
Pasal6 ditetapkan dengan PeEturan Bupati.

BAB TV

KEWENANOAN DESA

Bagia Ke6atu

Ruang Lingkup dd Jeni6 Kewenangd Desa

Pasal S

(1) Rumg lingkup k endgan Desa meliputi kewenansan
di bidag penyelenegdad pemerintahan Desa,
pelakseaan pembmeunf Desa, pembinad
kemasydaLatd Desa, dan pemberdayaan masydatat
Desa berdasarkan prakarsa nasydal<at, hal{ asal usulj
dd adat istiadat Desa.
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(2) Jenis kewe@san Desa meliputi:
a. kewendga! berdasdkan hak asal usul;
b. kewendgm lokal berskala desa;
c. kewenangan ymg dituBa6kan oleh Pem€rintah,

Pemerintall Daerah Prcvinsi, atau Pemerintah
Kabupaten; dan

d. kewenmgan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah P.ovinsi, atau Peme.intan IGbupaten
sesMi dengan keretrtuan perature perundmg-

(3)DaJtar ruang lingkup dan jenis kewenancan Desa
seba+aitutua dinaksud pada ayat l9 nuruI a do huruf
tr ditetapkan denem Pe€tutu Bupaii.

(4)Desa dapat memilih jeni6 kewen@gan ydg telah
ditelapkan oleh Peratur@ Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 berdasdkan hasil Musyawdah
Desa dm ditetapko dengan Peiature Desa,

Pasal 9

Ruang lingkup ds jenis kewendgan Desa sebagai@a
dimaksud dalam Pasal a menjadi pedoman utuk:
a. penlusunan struktur orgmisasi dan tata kerja

Pemerlntah Desa;
b. perumusan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat

c. penlrsuns perencanaan pembangunm Desa; dan
d. pengelolaatr keuangd De6a,

Bagis Kedua

Penyelenggdam Kewenangan Desa

Pdagmf 1

Umum

Pasa110

(1) Desa di dalam pelaksdaan kewen@sannya dapat
menerima penugasan kewenangan ddi Pemerintah
du/atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau
Pemeiintai Kabupaten meliputi Penyelenggaraan
Pemerintahm Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinam Kema6yarakatan Desa dd Pembe.dayaan
Masydal<at Desa.

(2) Penusasm kesensgan sebagaimana dimaksud Pada
ayat (1) sebasai bagian ddi Penyelengcam urusd
peherintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemeintah Ptuvinsi atau Pemerintah Kabupaten,

(s) Desa dapat nenolak penusasd kewenansan
sebasaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2)

apabila tidal disertai dengm pembiayan.
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PasaL 11

Penyelenggmd kew€ndgm Desa berlujud utukr
a. menlngkatkan pendapatan Desai
b. meningkatkan kemajuan Desaj
c. meninskatkan ke6ejahteraan masyarakaq dd
d. meningkarkd pelayman masyaralat-

Puag;.af2

Penyelenggdaan (ewenogan Desa

Pasal 12

(1) Penyelenggace kewenangd Desa dilaLsan.km oleh
Pemerintan Desa.

(2) PenyelenggaEu kewenange Desa sebagaimana
dimat{sud pada ayat (1) djjabdkm dalam prosram d@

(3) Pelaksmaao progrd dd kesiate Desa sebacaimda
dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan BPD,
Lembaga Kemasyankatan Desa dan unsu masyarakat

Pa6al13
(1) Dalam rmgka pelaksanaan kewendgan Desa

sebagaimana dimaksud dal@ Pasal I Pemerintan Desa
berkoordinasi dm berkonsultasi kepada Pemerintan,
Peheintah Prcvinsi, atau Pemerintah Daerah.

(2) Untuk kelmcard koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk forum pembina Desa di s€tiap

(3) Forum pembina Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat
(2) terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, bintaE
pembina desa dan bhayd8k a pembim kemanm dan
ketertibd ]msydal<aL

(4) Penyelen8saraa keBiatan operasional forum pembina
Desa dibiayai dari APB Desa.

Pasal 14

(r) Pemeridtah Daerah melaksanakan pembinaatr
penyelenggaraan kewenangd Desa agd efektif dm

(2) Penbinad sbagalmana dimaksud pada ayat (r)
dilalsma]<& oleh seluruh permgkat Daeran sesuai
b,oeg rug"s yog brrhLbuBm dengan .'enis

(3) Pembinaan kewenangd Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dd
pengawasan Pem€rintahaE Desa.
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Paragcl3
Pendan@n Kewendgan Desa

Pasal 15

rI' PenvelenssarM kewPnangar oe6e betoasarke hak' asr usuiia kewends.n lokal bFrsksla de\a didand

rr' Penvelenep,rad iewrna.sd lokalb"rskcl2 desa selain
diddar ;eh ADB Desd, iucd d5p"r didanrr oler
Anssdd Pendapatd d€n Betani. N'Bda da AnggtrM
Pcndroa ao dar BFlmia Daer"h Provms, dan An883ra-
Penda;atd dm Belanja Daeran.

r'tr Pen\ele.ssd*n kesendncan Desa vdB d ug"sl'd

","i 
pmerl-,tr Dde6h doa_ai oleh Ansc'r€n

PendaPatan dan BeLanja Daerah.

Pasal 16

(etentuan lebih lanjut mensenai kewenansm Desa

".tag"imma 
ai-ats.a aal@ Pasal a smpa dengan Pasal

15 diatur dengan Pe.aturan Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembmgunan Desa

Paragraf I
UmuD

Pasal lT

r,t Perennul De"a Fnr!sun pe-en.Maan P"mbdgun"r
D--€ 6esr.. delAe k.wFoa'gdnva deng4r nFnga'u
pada perencanaan pembMgunM Daerah'

12) Pr.b-nsunan Deqa sebda6r"na dima-k"ud pt'la a)2'
rtr diri,sanrkan olFh Pemerinrd} D.s, drn86n
melibarka_ rrun-n mas].r"k.. de'a denge sems'gar

r3l Mas\-rakdt DFsa bernak me'Jakm P"mantauan
terh;dap pelaksanatr Pembangunm Desa'

tar Da'dm rdci. Peren"ana"n ddn pel-ksmad
' ."-r.""-,n-i oes" s"bssa'Tana dimaisJd Pada avat

I r d; {)1. Prmen 1 arh Desa didmping ol'h
i,merinrah Da",sh \eg sr.da .eknis d,laks"n.-kan
oleh organisasi Perangkat daeEh'

rsr CdaL mel.kukan koord:ndsr prndarprngd
s"bac.,n Mc drmaisrd pada rvat t4l diwLdvahnv'
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Pasal la
(1) Perencanad Pembdsunm Desa diselenesarako

denaan mengikutsertakan masvaralat Desa.

(2) Dalam menFsun perencanaan Pembangunan Desa
sebasaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa
wajib menyelenggdar{d musyawdal perencoao
Pembmgunm Desa.

(3) Musyawd.n perencanam Pembdgun@ Desa
menetapkan prioritas, prcg.am, kegiats, dan
kebutuhan PembmAum Desa ymg didmai oleh
Anegaran Pendapats dan Belsja Desa, swadaya
masydakat Desa, dd/atau Angga.an Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

(4) Prioritas, progFm, kesiatu, dan kebutuhan
Pembmgunm Desa sebagaidda dimaksud pada ayat
(31 dirumuskd berdasskan penilaian terhadap
kebutuhm masydakat Desa yatrg meliputi:
a- peningkatan kualitas dan akses terhada! pelayanan

b. pembdgunm dm pemelihdam tulrastmktu dm
Linekunsan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersediai

c. pengembmgan ekonomi pertanis be.skala

d. pengetubangan dan pemanfatan teknologi tepat
guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dm ketentermd
masyamkat Desa berdasarkan kebutuhan
masyaEkat Desa.

P*agal2
RPJM Desa dao RI<P Desa

Pasal 19

(1) Perencanam Pembdgund Desa sebasaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayar (1) disusun secaE
bedangka meliputi:
a. Rencda Pembdgu.an Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tanun;

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau y@C
disebut Rencda (eda Pemerintan Desa (RKP De6a),
merup.]<ao penjabdan dari Rencana Pembansunan
Jsgka Menengah Desa untuk jangka w€1<tu 1 (satu)

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengd Peraturm Desa.

(3) Peraturan Desa tentdg RPJM Desa dd RKP Desa
metupal<d saiu satunya dokumen perencanaan di
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(.r) RPJM Desa dd RI@ Desa merupa&d pedo@ dd@
Penlusunan APB Desa.

(5) Program PemeriDt.n, Pemenntan
Pemerintah Daerah yang berskala
dikoordinasikan dan/atau
pelal<sdaannya kepada Desa.

(6) RPJM Desa sebasaimana didaksud pada ayat (1) hurur
a, ditetapkm dalm jdgka waktu paLing lama 3 (iiga)
bule sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal20
(1) Dalam menlusun RPJM Desa dan RXP Desa,

Pemerintah Desa wajib menyelengsarakan musyawarah
perencdmn pembdguod Desa secda partisipatii.

(2) Musyawarah perencdaan pembmsunm Desa
sebasaimana dimaksu.l pada ayar (1) diikuti oleh Badd
Pemusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 21

(1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah dd aiall
krb'ldkdn perencanacn pembcr gundn D"erah

(2) RPJM Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
memuat visi dan misi kepala Desa, rencana
penyelelggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembmgm, pembinam kemsydal{at@,
pemberdayan masyarakat, dan arah kebij.kd
pembangund Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi
objektil Desa dan prioritas pembangunan (abupaten-

(4) Dalm menlusun RPJM Desa sebagainma dimalsud
pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim penrusun

Pasal22
(1) RKP Desmerupakm penjabaran da.i RPJM Desauntuk

jangka wakru I (satu) tahun.
(2) RKP Desa sebasaimana dimaksud pada ayat (i) paling

sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksdadn RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioitas ptugrm, kegiatd, dan dggdd Desa,€ng

dikelola oleh Desal
c, prioritas progr@, kegiatm, dm dggd Desa ]aog

dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak

d. rencana progIam, kegiatd, dan dggdd Desa ymg
dikelola oleh Desa sebagai kewenan8an penugasan
ddi Pemeriotai, Pemerintai Daerah Provinsi, dan
Pemerlntall Daerah Kabupatenj du

e. pelal{sma kegiatan Desa ydg te.diri atas unsur
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
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lJt l.,su15n Pemprirroh De>z sFoaearmana dimaksud pdda

av.r (ll dan a)4. r,2, d.hasilkan dalad mJsJadarah
perencanan pembangunan Desa.

r6t Usulan PrmFnnla], Dr"d seoaCdinare drmaksld Pad€
aya' (sJ d.ilasifikas,ksn berdastuksn jenis don l.nskup
kesenanem Desa serta progrm desa.

{7r Da M hal Pen etinE}. P"nerintsh Prorlsi. dan
Percmran D.e-ai me_v'r rjui usJlan sFbaganda
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan teBebut
dlmuat dalam R(P Desa tahun berikutnva.

Bagim Ketiga

Pelalsanmn Pembangunan Desa

Paiagraf I
Umum

Pasa125

(1) Pembansund Desa dilaksanakm sesuai dengan RKP

,2r PFl.*sa larn Pembdsunar De"a seba8aihana
drmaksud pada a)rt ll) orlckukd dergd
memnfetkan kedifan iokal dm s@ber dava atm

(3) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksdaken se'ndiri

Paragraf 2

Pelatsanaatr Pembangunan Desa

Pasal26

(1) Kepala Desa mengkoordinasikd kegiatan pembmsunan
Deaa yang dilaksoar.an oleh perangkat Desa dan/atau
unsur masyarakat Desa.

t2r Pc'al<\"na kesuld p'mbangunan Desa sPbagaimMc
omal\Ld p"d. 6yct (r, di'P aPkan denB
mempertimbdgkan keadilan gender'

rllPel4ksartu prmbdsuncn s.bagainrr. d.mcksud
pad. 6yal lll mersut4n dt.an pemd ad'rn surbrr dava
mdusia, sumber daya alm, kedifd 1okal vang ada di
Desa serta mendayaguoako swadava dm gotong

royong masyarakat.

tzl De akscna pFmo4rgu-M sebaSLmanc dlrDksud Pdda
avar rl) mer\mpdikd l4oo-d oeldk$nmr
p"mbrgunan kFpsd" k"para D"sr dclar IoruT
musyawdah Desa.

r5r Masvardlat Desa bFrpcnrsipasi d"lrm muslswaGl
D"s; sebds",rlfua dimaksLd pooa c)2. lr') unr-l
menanssapi lapord Pelaksanaan pembdgunan Desa.
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(3) RKP Desa sebasaimana dimalsud pada ayat (1) disusuo
oleh Pemedntah Desa sesua dengm:
a. informasi ddi Pemerintan Daersi berkaitan dengan

pagu indikatif Desar
b. lmcana kegiatan Pemerintai, Pemerintai Prcvinsi,

dd Pemeinbn Daerail dan
c. data aspirasi masyarakat.

(4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemeintan Desa pada
bulan JuLi tal1u berjalan dan ditetapkan detrgo
peEturs Desa paling Iambat al<hir buld Oktober

{5) Dalam menlusun RKP Desa sebagamana dim.l{sud
pada ayar (1), Kelala Desa membentuk Titu PenFsun

{6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal23

(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalm

a. terjadi peristiwa khusus, 6eperti benc@a alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosiar yane berkepanjansm; arau

b. terdapat perubanan mendasar atas kebijakan
Pemerintan, Pemerinlah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerai.

(2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
disepakati dalm
pembmAuna Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

(3) Perubaho RPJM Desa dan/atau RI(P Desa
sebasaihda dimaksud pada ayat (1) dm (2) ditetapkan
paling lama 30 (tiga puluh) h i sejak penetapan kondisi
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pdagral3
Usulan Pembdgund Desa

Pasal 24

(1) Pemerintah Desa dapat mensusulk@ kebutuhan
pembangunan Desa kepada Pemerintdn DaeEh,

(2) Dalam hal te.tentu, Pemerintah Desa dapat
meryusulkan kebutuh@ pehbangunan Desa kepada
Pemerintai dd Pemerintah Provinsi.

(3) Usuld kebutuhd pembangunan Desa sebagaimma
dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan
persetujum BuPatl.

(.1) Dalam hal Bupati memberikan peBetujud, usulan
sebasaimana dimaksud pada ayat (3) disanpaikm oleh
Bupati kepada Pemerintan dan/atau Pemerjntan
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Paragral3

Integasi Prcgram sektoral dan Program Daerai

Pasal27

{l) Pemennk}, PerPrin'd} Provi_si, de PenP-irr.}
D.e,d aerlel"nggarakai prograr srkrotEl dcn
prog.am dae.ah yang masuk ke Desa-

(2) Prosrm sebasaimana dimaksud pada avat {1)
diinfolmsikm kepada Pemelintan Desa utuk
diintesrasikan ke dalam pembdgunan Desa-

rJl lnlo-tusr p-osrd d4era} idg tusL-k ke Drsa
.-brsain"-a dimak6ud Pad€ 4y.' ll) o.senai 'okasi

desa sasaEn dan pasu indikatif anggaran.

(.1) Proe€m sebasaimna dimaksud pada ayat (1) vans
berskala lokal Desa dikoordinasikan dm/atau
didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(5) P1,ogI@ sebagaimana dlmaksud Pada avat (1) dicatat
dald lampiran APB Desa-

Eaglan KeemPat

Pemantauan dd Pengawasm Pembmgunan Desa

Pasal 2a

(1) M6ydakat Desa berhak mendapatkan inlomasi
mengenai rencana dm pelaksanaan Pembangund

(2) Masyarakat Desa berhak meLaltks pemmtauan
rerhadap pelaksand Pembangunan Desa.

(31 Masydakal D€sa melaporkan hasil peoantauan d@
berbagai keluhm terhadaP pelaksanam Pembangunao
Desa kepada Pemerintah Desa dm BPD.

{4r Pere-inran Desr waJrb melSinlotma<ikdn PFrencdnad
da pelak.Ma€. RPJM D"sa, R '" Desa. dd APB De'a
kepada masyarakat Desa melalui lav@m inlormasi
ke;aoa udur dd ne'aporkMnva dalam Musvawar€h
De:a palins sedrkit I (satul tahun sekah

(5) Masydal<at Desa berparti6ipasi dalam Musvawsah
Desa untuk menmggapi iaporan pelaksdaatr
Pembsaunan Desa.

Bagian Kelima

Pembdgunan Kawasan Pedesaan

perpaduan lehbangund
Kawasan Perdes@ meruPal<m

antar Desa dahm r (satu)
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(2) Pembdgunan Kawasd Perde6aan dilaksanakan dalam
upaya mempercePat d@ meningkatkan kualitas
pelaymd, pembangund, dan Pemberdayam
masyarakat Desa di (awasan Perdesas melalui
pendekatan pembdguna! PdtisiPatil

sebasaima.a dimaksud Pada ayat (1) ditetaPks oleh
Bupatl sesuai dengan renc@ pedbaEgund jmgka
menengah Daerah.

Parag.af2

Rude Lingkup

Pasal29

(1) Pembangund kawasm peidesaan meliPuti:
a. penggun@ dao pemanfaatan wilayah Desa ddm

-dBl. oenetapan kawascn pembagund sesu"i
dengd tata rudg (abuparen;

b. pelayman ydg dilakukd untuk meningkatkan
kesejaiteraan Imsydal<at perdesaani

c. pembaneunan infrastruklxr, peningkatan ekonomi
perdesan, dan pengembdSan teknologi tePat guna;

meningkatkan akses terhadap

(2) Pembmgunan kawasan perdesmn terdlri atas:
a, penlusund rencda tata rumg kawasan

pedesen secara PartisiPatilj
b. pengembmgan pusat Pe.tumbuh@ ,nr,rDesa

secara terpadui
c. Penguatan kaPasitas masytrakati
d, kelembagm dan kemitrMn ekonomi; dd
e. pembmgunan infrastruktur aDtar Perdesun,

PdaBiaJ 3

Rancmgd, Progr@ dm Pelaksanam Pembangunan
Kawa6an Perdesad

Pa6a130

(1) Rancdgm pembdclrnd kawasd perdesao dibanas
hersama oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah. dan Pemerintah Desa

(2) Pembana6an sebagaimoa dimaksud pada avat (r)
mellbatkan badm ke{a sama antd Desa

l3r RFnLa.a pFmbansr ld kasoran pe-dFsen
sebasaiMa drmaksrd p-d. .j. rll dildksralm di
lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
rencana petubdsunan jangka meEengan Daelah.



L7

(4) Penetapan lokasi pembansunm kawasan Perdesa@
diLaksdakan denga mekanismel
a. Pemerintah Desa melakukan inventdisa6i da

identilikasi mengenai wilayah, potensi ekononi,
mobilitas penduduk, serta sdda dd prasdana
Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembdgune kawasd Perdesaanr

b. usulan penetapad Desa sebagai lokasi pembangunm
kawasd perdesaan dismpaikan oleh (ePala Desa
kepada Bupati;

c. Bupati melakuko kajian atas usulm untuk
disesuiko dengan rencma dan Progrm
pembdgunan Daeral; dd

d. berda6arkan hasil kajim atas u6u1an, BuPati
menetapkan lokasi PembaDgrrm kawasd
perdesaan dengm Keputusan Bupati.

Pasal3l

11) Bupati dapat Eengusulkd piogram Pembdguns
kawasan perdesaan d] lokasi y@g telatr ditetapkannya
kepada gubernur du kepada Pemerlttan mehlui

(2) Program pemboc!fu kawasd perdesaan yans
berasal dari Pemeriitah datr Pemerintah Proviosi
dlbahas bersama Pemeri.tan Daersi untuk ditetaPkd
sebagai progrm pembmgdm kawasan pedesaa.

(3) PrcsIm pembocunan kawasan Perdesas vans
berasal dari Pemerintai ditetapkm oleh Me.teri yang
menyelenggaiaka lesm pemerintahatr di bidms
per€ncdam Pemba4und nasional.

(4) Progrm pembangund kawasan perdesMn vang
beiasal dari Pemerintah Proviosi ditetapkan oleh

(5) Program pembansunm kawasa perdesad vans
berasal dari Pemerintah DaeEh drtetaPkd oleh Bupati.

(6) Bupati melalukan sosialisasi program Pembangunan
kawasan perdesad kepada Pemeintai Desa, BPD, dd

Pasal32

(1) Pembansund kawasu Pedesaan diLaldrkan oleh
Pemerintah, Pemerintan Provinsi, dan Pemerinbn
Da€rah melalui organisasi permgkat daeFh,
Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa densan
mengikutsertals masYarakat Desa,

t) Pedbmsu d krwasan perdFsaan ydB dilakuko oleh
Demerinrai, Pemer.r .aL Provinqr, PFmerinlai Daerdlh.
dan pihaL ketiga wajib mendayasunskm potensi
sumbe! daya al@ dd sumber daya manusia serta
mengikut sertakd Pemerintah Desa du masydakat
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(3) Pembugunan kawasd perdesad yds berskala 1oka1
Desa wajib diserahkan pela!.sanamya kepada Desa
dan/atau keda sm antar Desa.

Paraglaf 4

Penggunen Aset dan Tata Rudg Desa Dalm
Pembmguan Kawasan Peidesas

Pasal 33

(1) Pembosunm kawasan pe.desas oleh PemeliEtah,
Peme.intan Piovinsi, Pemerintah Daerah, dm/atau
pihak ketiga yang terkdt dengd pemanfaatan Aser
Desa dan tata rumB Desa wajib melibatl€n Pemenntah

(2) Perencatrmn, pelaksanaan, pemdlaatan, dm
pendayagunaan Aset Desa dan tata rudg Desa utuk
pemb@eun@ Kawasd Perdesaan merujuk pada hasiL
Musyawdan Desayang selanjutnya ditetapkm dengao

(3) PeLibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)da1m hal:
a. memberikan informasi mengenai rencana prcgr@

d@ kegiatm pembmguns kawasan perdesaan;
b. memfasilitasi musyawarah Desa untrk membahas

de menyepakati pendayasunaatr aset Desa dan tata

c,mengembangkd mekanisme
perselisllm sosial.

Bagian Keenam

Sistem lnformasi Pembangunan Desa

Pasa134

(1) Desa berhak mendapatkm akses informasi melalui
sistem infoimasi Desa yaog dikembm8kd oleh
Pemerintah Daerah,

(2) Pemerintan DaeEh wajib menseftbangkan sistem
informasi Desa dan pembangunan kawasan peidesad,

(3) Sistem inro.masi Desa sebasaima.a dimaksud pada
ayat (2) meliputi fasilitas peranskat keras dd perdgkat
lunak,j ingao, seita sumber daya tuanusia.

(4) Sisrem informasi Desa sebasaimana dimal<sud Pada
ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunatr Desa,
Kawasan Pedesaan, serta inlormasi lain y@C berkaitd
dengan Pembanguod Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesae.

(s) Sistem inrormasi Desa sebasaimda dimak6ud pada
ayat (2) dikelola oleh Peme.intah Desa de dapat
diakses oleh masyaEkar Desa dm semua pemangku
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Pasal 35

(1) Pemerjntah Daerai menyediakan infomasi
perencean pembagutrd Daerah untuk Desa,

(2) lntornasi oembdgunm DaF-a}l
sebaeajma din.kquo Padd d)il rll melipuli:
a. rencana pembdgunan j@eka menensan Daeran;
b. dan kebijakan pembancunan daerah;
c- rncana strategis oranisasi perangkat daeran;
d. rencda umum tata ruang pilayah Daerahj
e. rencana detail tata ruang wilayah Daeral;
I rencana petubangunan kawas@ Perdesaanl
g, data asPlrasi oasyekari dan
h. inlormasi perencsam lainnya.

Baeian ktujuh
Denoana"n Unr. n Pen"rggulangan hrniskinm

Pasal36

r'r PemFrin€h De.o w"iib m.ngalokdsikd <ebagir
oend4_ad dd: APB DFe unuk prcsEm da_ kegDlan

;enanssulanga kemiskinan di Desa.

12) Prren, men dd pelak"andat Prograr dan kFgiald
pcnmgguLangan <emilkinm di dFs- sebag"iman.
drmaksLd p.do ayat (r, dis'lsraskdn d'ngan pro8lm
penanggulaogm kemiskinan daeEh dm nasional.

Pasal3T

Ketentuan lebih lmiut menee.ai pedoman Pembangund
Desa sebagaimana dimar<sud dald Pasal 17 smpai
dengan 36 ditetapkan den8an Peraturan BuPati.

BAB VI

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagim Kesatu

Susunan Orgdisasi Pemerintah Desa

Pasal 38

(r) Pemeridtah Desa terdiriatas KePAla Desa dan vans
dibantu oleh Perangkat Desa.

l2r Per sia! Dr"d sebae.itr]tra dimaksud pad" ajal {ll
berkeALd' \d seb"sai rnsJr pFrbrnru Kepala Desa

a. sekretdiat Desa:
b. pelaksea kewilayahani daE
c. pelaksaoa teknis.
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Pasal 39

(rl Sekretariat Desa diplmpin oleh sekretdis Desa dibdtu
oleh unsE stal sekJetdiat yeg bertugas membdtu
Kepala Desadalm bidangadministrasi pemerintahan.

(2) sekretdiat Desa sebagaimana dimrl<sud pada ayat (1)
palilg banyak terdiri atas 3 (tiea) bideg llrusm.

(3) Bidanc urusm sebagaim@a dimaksud pada ayat (2)

dipimlin oleh Kepala Urusd atau sebutm lain 6esuai
dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

(4) Kepala Urusd atau sebutd lain dalam mel.l{sdakan
tugasnya be.tanggung jawab kepada (ePala Desa
melalui Sekretdis Desa,

Pa6al40

(1) Pelaksana kewilayahm merupakd uhsur Pembantu
kepala Desa sebagai 6aruan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah peLal{sana kewilayanan ditentukan sec a
proporsional antara pelaksana kewilayahan yang
dibutuhkan dd kemampud keuangan Desa-

ll, Pelaksa-a k.wrlav-ha" zdtul}l kepila dusun auu
s.burm l6in sr:rai denea_ kordisi sos.al dcn buda)a

(4) Dusun sebaeai bagian dan silayah desa sekuds-
kuransnya meliputi 2 (dua) rukun wdsa.

(5) Kepala dusun atau sebutm lain dalm melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kePada Kepah n.s,

Pasal4l
(1) Pelaksma tekDs merupakan unsur Pembantu (epala

Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

12, Pelcksa_a l"knrs .ebdg.rmana dimaks' o pdda 6ya ll)
palins bsnyak terdLriat€s 3ltiga) seksi

(3) seksi sebacaimana dimaksud pada ayai (2) dipimpin
oleh Kepala Seksi.

{4) Kepala Seksi dalam melat{sdal<s tugasnya
bertanssuns jawab kepada (ePala Desa

Pasal42

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksmakan den8an
mekanisne sebagai beikut I

". KFpdla D.sa me.aklkd penj-rined dm penla-ingM
atau seleksi Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukd konsultasi dengan cmat
mengenai Pengangkatd Peldgkat Desa;

c, Camat memberikan rekomendasi tertulis vang memuat
mengenai .alon perangkat desa yang rebn
dikonsultasikd densatr Kepala Desa;
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d. Rekomendasi tertuli6 camat atau sebutan lain drjadik@
dasar oleh (epala Desa dalm pengangkatd perdgkat
desa dengan Keputuse Kepala Desa.

Passl,+3

(1) Jumian kepala urusan dm kepala seksi ditentukan
menurut klasifikasi Desa dengd ketentuan sebagai

a. kategori a, junnarl kepala utusan palidg banyal< 3
(tiea) danjumlah kepala seksi palins bmyak 3 (tiga)i

b. kategori B, jumlah kepala urusan palins b@yak 2
(dua) dan jumlahkepala seksi palins baoya} 2 (dua).

(2) Klasifikasi Desa sebagaimda dimaksud pada ayat (1)
ditentulao berdasdka ringkat perkembdgan Desa
sesuai data profiL Desa menurut ketentuan Peraturan
petunddg unddgan.

(3) Jumhn Perangkat Desa sebasaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat memlertimbmskm kewenangan dan
kelmpum keudgan Desa.

(a) Masa jabatan Peranskat desa, sama d€nsan masa
raocr.- Kepa'r D..d. dd d6p6' diperpanjsng $mpai
dengan batas usia 60 (enm puluh) tahun.

(s) Per@gkat Desa yms diperpdjang ma6a jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlal<u
bata6 usia tertinggi peng@gkatm Perdgkat Desa.

Pasal44

L', (Fpala DFS6 mpnCusrlkrn sL1{rLr oradisas
Pemerintah Desa untuk dibahas dao disepatati beBma
dengan BPD dm ditetapkao dengan Perature Desa-

(2) Tusas pokok dm funssi masins-masins struktur
orgdisasj Pemerintah Desa ditetapkm dalm
PeEturan Kepala Desa.

(3) Pen lsunan Peraluran Desa dan Peialuran Kepala Desa
sebasaimana dihal<sud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilatsanakao sesuai ketentlla peraturd perundang-

Bagian Kedua

Pengangkatad Perdgkat Desa

Paiagral l
Persyaratao Calon Perogkat Desa

Pasa145

(1) Permgkat Desa diangkat dari
memenuhi Persyaratan:
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a. berpeddidikm paiing rendah sekolah menensah
umum atau yang sederajatj

b. berusia 20 (dua puluh) ta,hun sampai de4ga 42
(empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa du bertempat
tinggal di Desa paling Lurang i (satu) tanu sebelum
pendaftaran; dan

(2) Selain persyaratan sebasaimana dimaksud pada ayat
( 1), calon Per@skat Desa jusa h:ds memenuhi syarat:

b. mendapatkan ijin tertulis dari pejabat petubina

.. Udal seonB men alsnr hu^uman p.d!na pen,ara;
d. tidal pernan dljatuhi pidana penjara berdasdkm

purulan p-ne-dilqn yang tflch memDJnlai
kekuatan hukum tetap kdena melalrokan tindak
pidda yds didcm deoed pidda peojda paiioc
singkat s (lima) tahun sesuai atau lebih, kecuali 5
(lim4 tanun setelah seL€sai menjalmi pidma
penjara dan mensumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa y@g be.smgkutan
pernah dipid@a serta bukm sebagai pelalu
kejanatm be.uldg ulaog;

e. berbadan sehat yang dibuktlkan denge su.ar
keterange dari dokter;

t bebas narkoba ymg dibuktikan oleh pejabat yane

g. berkelakum baik ymg dibuktikd dengd suiat
kete.msa d i iostd6i/pejabat ysg be enang;

h. memenuhi syarat syarat lain yang sesuai adat
istiadat setempat,

Pdagral 2

Mekmisme Pengangkatan PerdgkalDesa
Pasal46

(1) PeDedgkatd PeGngkar Desa dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. (epala Desa melakul<d penjaringan dan

penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
b, (epala Desa melakukm konsultasi dengd Cmat

atau sebutd lain mengena pengangkatan
Perdgkat Desa;

c. camat atau sebutan lain memberike .ekomendasi
tertulis yas memuat mensenai calon Perangkat
Desa yang relah dikonsultasikd dengan Kepala

d. Ekomendasi tertulis Camat atau sebutan laln
dijadikd dasar oleh Kepala Desa dalm
pensangkatan perangkat Desa dengd Keputusa
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{2) PNS Daerah setempat yans akan dianskat menjadi
Perangkat Desa hdus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.

(3) Dalam hal PNS Daerah setempat sebagaimana
dimar<sud pada ayat (2) terpilih dd dianskat menjadi
Peiangkat Desa, yang be*dgkutan dibebaskan
sementda da.i jabatannya selama menjadi Permgkat
Desa tanpa kehilangan hak sebagal PNS.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal'r7
(11 Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b, permintmn sendirij atau
c. diberhentikan.

(2) Peranskat Desa yang diberhentikan sebasdmma
dimaksud pada ayat (1)hurufc karena:
a. usia teLah genap 60 (enam puluh) tahunj
b. be.haldsan tetap;
c. ridak lagi memenuhi syarat sebagai Perangka! Desaj

d. melanggar larangu sebagai Perangkat Desa.

Pasal4a

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berlkut:
a. kpala Desa meiakukan konsultasi denBd Camat atau

sebutan lain mengenai pembe.heotian Perangkat Desa;
b. Camat atau sebutd lain memberikm .ekomendasi

tertulis ydg memuat mengenai Pemberhentian
Perangkat Desa yang telah dikonsuLtasikm densd
Kepala Desai dm

c. rekomendasi tertulis cmat atau sebutan lain dijadikan
dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Peidgkat
Desa dengan Keputusan Kelala Desa.

Pasal 49

Keaentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Oigdisasi
Pemerintan Desa sebagaimana dimaksud ddm Pasal 38
sampai dengan Pasal 4a ditelaPkan dengan Pe.aturm



BAB !'1I

BADAN PERMUSYAWAIIATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasa]50
(11 Anssoia BPD merupal<d wakil ddi penduduk Desa

b-rdasarkan kel" a<.d sIuJah vang prngis.dnv.
dilakakd secda demokratis.

r2r Kereruakilar kdava\ seb.gaimana dnaksud pada a).r
llt bcrasL dd:wil.yai dusun zrau seouLd laln sPsuai
kondisi 6osial dan budaya oasydal<at serempat.

{3) DcrB.6ien \FangSot€"n BPD o.'aksddlaan secara
oel okra,,r seb4edinda d,mdkcud p.d. aJar (ll
melalui mekanisne musyawaEh mulakat dengan
menjamin keteNaLilan Perempuan.

lzl Dd'4,mB<a p-o.Fs p'mrlih.r s"baB€rs" dimalsud
paoa alzl (1), drbenluk Pm.lia oP-Cisid k'dnggota
BPD dan orretdpkdn dengs. KePUa"an 

^ep.la 
D"sa.

r5t Poritia pengrsi€n ar88ob BPD seb.gtumona dimaksud
pddd ayar (4J lerdiri aras Jnsur Perdngkar D"sa dan
unsu. masyaralat lainnya dengm jumlah mggota gasal
dan komposisi proPorsional.

(6r Jumlah dssoraBPD dir"rapkd de"8.n iuml.L gas.l
o€lins s"dik.' ) (lina) orMs da, p€l,ng bdrak o

ire-urmr o*.e d"ngan r"mperh.ukm wrlayah.
i.ete akilan pe.empuan, penduduk, dd kemampud

(7) Ancsota BPD dalat dipilih dan mewakili lebih ddi
I (satu) dusun atau sebutan lain-

Bagian Kedua

Fungsi, Hal{, l(dajlbe dm Larangan Anggota BPD

Paragraf 1

Fungsi dm Hak BPD

Pasal 51

(ll BPD mempunyai fungsi:
oM men\epakali R._, dBm Perarurm

Desa bersda Kepala Desa;
b. menampug dm menyalurkan aspirasi masvdakat

c. melakukm Pensawasd kinerja KePala Desa.

(2) BPD berhak;
a. mengawasi dan neminta keterange tentmg

penyelenggara@ Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
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b- menyatatm pendepat qtas penyelenggaraan
Pemerintalm Desa, pelrl{sdaan Pembhgund
Desa, pembinaan kemasydakatan Desa, dan
Pemberdayaan masydakat Desa;

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas
dd fungsinya dari APB Desa; dan

d. mempercleh pensembesan kapasitas melalui
pendidlkan dan peLatihm, sosialisasi, pembimbiogm
r€knis, dan kunjungd lapdgan.

Pddgal2
Hak, Kewajiban dm Lddgan Anggota BPD

Pasal 52

(1) Anggota BPD berhakl
a, mengajukan usul r@cd8m Peratuan Desa;
b. mensajukd pe.tanyadi
c. menympaikan usul dan/aiau pendaPat;
d. memilih dan dipilih;
e. mendapat tunjangan pelaksmm tugas dao funssi

dd tEjmgm laio dari APB Desa; dan
i nemperoleh pengembmgan kapasitas melalui

pendidikan dan pelatihd, sosialisasi, pembimbingm
reknis, dan kunjungd lapdgm.

{2) Anggota BPD wajih:
a. memegms teguh dan mengamalkm Pancasila,

melaksanakd Uldang-UndmA Dasd Negda
Re.,,blik l.donesia Tahun
mempertahdkan dan memelihda keutuhm NeSara
Kesatua! Republik Indonesia dan Bhioneka Tunggal

b rp'dks"na\.r qeLridupM dpmokasi y"ng
berkeadild gender dalam penyelenggdm
Pemerintalan Desal

c. menyerap, menadpungi menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

d, menda.hulukm kelentlngm mum di atas
kepentingdpribadi, kelompok, dan/atausolonsm;

e, menghormati lila sosial budaya dd adat i6tiadat
masy akat Desa; dan

t menjasa noma dd etjka dald hubugm kerja
dengm lembaga kemasyealat& Desa,

(3) Anssota BPD dilarang:
a, merugikan kepentingan umum, meresahkd

sekelompok masydal{at Desa, dan
mendiskriminasikm warga atau golongan
masYarakat Desa;

b. melakukd korupsi, kolusi, dm nepotisme,
mederima uars, barang, dan/atau .jasa dari pihak
lain yang dapat mehengduhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukdoya;

c. menyalahgunakdwewendg;
d. melanssa. sumprn/jdji jabatani
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e. mtrmskap jabatan sebagai Kepala Desa de

I me6gkap *ba€ai aggota Dtlid Peflalllan Rals,at
Republik Indonesia, Dewa Psra}ila! D@ah Republik
Indonesia, Ds@ Permkld Rar.lat DaeEn Prcvinsi
atau De@ PereEl<ild Ralryat Daerai Kabupatm, da
jabate lain yanc ditentukm dalam leEhrd
lerund@g@-undar1gd;g. sebagai pelaksana proyek Desa;

h. menjadi pensuus partai politik; dan/atau
i. mFnja.li anggot- dcr/.r.r pensurus orgM'sasi

j. merdskap jabatan sebagai pengurus lembasa
kemasyarakatan desa,

Bagim Ketiga

Pengisid Keanggotan BPD dm Pimpinan BPD

Pdagraf t
Pengi6ian Keanggotmn BPD

Pasal 53

(1) Persydate calon angsota BPD adalai:
a. bertal{wa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegaog teguh d@ mensamalkd Pmcasila,

melaksanake Unddg-Undang Dasd Negara
Republik Indonesia Tahutr 1945, serta
mempertahankan dan mehelihara keutuhan Negara
Kesaluan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggal

c- berusia paling lendan 20 (dua puluh) tahun atau
sudah/pemah menikan;

d. berpendidikm paling rendah tahat sekolall
menenSah pertaEa atau sederajat;

e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
t bersedia dicalonkd menjadi mssota Bada!

Pemusyaw@te Desaj
g. wakil pendudul Desa yang

h. tidak pemah sebagai anggota BPD selana 3 (tiga)
masajabatd.

(2) Peneisian kemggoiam BPD dilal<sda1<an secea
demokatis melalui pro*s musyawdai penakil@
dengm menjamin keteMar<ilm perempuan.

(3) Dalm rmcka prcses musyawarah peMal<ilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa
membentuL pditiaPengisian kedggot:d BPD dao
ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa

(4) Pmitia pensisim anggota BPD sebagaimma dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dd
Esu. masyarakat lain.ya densm jumbn msgota ga6ai
dan komposisi yane proporsional.
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Pasal54
(1) Panitia pengisid $bagaioana dimalsud dalam Pasal

4q Ayar (tl melakukan pe-lar' gd dan penj4_irgd
bakal calon anssota BPD dalam janska wa1{tu 6 (enatu)
b 

'lan 
s.odum ma,a keaneSo.adn BPD berakhr.

(2) Pditia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang
jumtahnya sama atau lebih ddi dggota BPD yang
dilaksdald paling lambat s (tiga) bulm sebelum masa
kedggotaan BPD berakhir.

(3) Calon anggota BPD sebagaimoa dimalsud pada ayat
(2) diplllh dalam proses musyawdah pe al<iLs oleh
ulsq- n2\Jaanar \mg oempurla'h"k pilih.

(4) Hasil musyawdan pe akil@ sebasaimana diftaksud
paoa aJar tJ, di.rnp2'k.r ol"h pdi'ra pengisian
anggota BPD kepada Kepala Desa paling Lama 7
(tujuh) hdi sejak ditetapkannya hasil musyawdan

{5) Hasil musyaparah peNal<ilao sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dismpaikan oleh kepala Desa
kepada Bupatl palins Ima 7 (tqjuh) hari kerja sejak
dir-r'Tdnr€ l-rqil ppm,lihcn ddri panitia prngisa
untuk diresmlkan oleh Bupati,

Pasal55
(1) Peresmim angsota BPD sebagaimana dimaksud dare

Pasal 50 ayat (5) dltetapko deng@ Keputusan Bupatj
pallng lama 30 (tiga puluh) hdi kerja seial< diterimanya
lapoEn hasil pemilihan lmgsung atau musyawarah
pervakilan ddi Kepala Desa.

(2) Pengucap@smpah janji anggota BPD dipandu oleh
Bupati atau pejabat ymg ditunjuk paling lma 30 (tiea
puluh) hari ke.ja sejak diterbitkannya Keputusm
Bupati mengenai leresmian angeota BPD.

(3) Susunan k€ta sumpah/janji @ecota Badan
Pemusyawaiatao Desa sebagai berikut:
'Deml Allah/Tuh@, saya bersuopah/berjanji bahwa
Saya ar<m memeduhi kewajib@ saya selaku dggota
Badd Permusyawaratan Desa dengan sebalk balknya,
sejujuFjujurnya, dan seadil adilnya; bahwa Saya akm
selaLu taat dalm mengamalkan dm mempei.aiankan
Pan.asila sebagai Dasar Nega.a, dm ba11wa saya akan
nenegakkan kehidupm demokrasi dan Undang-Undmg
Dasar Neg a Republik hdonesia Talun 1945 sefia
melaksanakan segala peraturm perundang-udmgan
dencan selurus lurusnya yang berlalu bagi Desa,
Daerah, dan Negda Kesatuan Republik Iodonesia',



Paraglaf 2

Pengisian ]{eanegotaan BPD Antar waktq
Pasal 56

Pengisiao keanegoten BPD @td waktu ditetapk@ dengm
Keputusd Bupati ata6 usul Pimpind BPD melalui Kepala

Pdagraf 3

Pimpinm BPD

Pasa157

(1) Pimpind BPD terdiri atas 1 (satu) ordg ketua, 1 (satu)
oros wakil kctua, dan I (sduJ o,ang sekae,s

(2) Pimpbm BPD sebagaimma dimaksud pada ayat (1)

dlpilih dari dan oleh anssota BPD secda lussug
dalam rapat BPD ymg diadalan secara khu6u6.

(3) Rapat pemilihm pimpinan BPD untuk pert@a kali
dipimpin oleh anggota tertu dan dibantu oleh angSota

Baetan KeemPat

Pemberhentian Anggota BPD

Pa6a158

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintad sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Ansqota BPD diberhenrikan sebasaitua difraksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. bemkhlr masa kemggotaani
b. trdak dapat melal{s&akan tugas secara

berkelmjutd atau berhal@gan tetap se.da
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c, tidak lagi memenuhi sya.at sebagai anggota

d. meldggd ldanga sebasai anssotaBPD.

(3) Pemberhenrian mgeota BPD diusulk@ oleh Pimpinm
BPD kepada Bupati atas dasd hasil musyawdatl BPD.

(4) Peresmim pemberhentro mssota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusm

Bagian klima
Musyawdsn BPD

Pasal 59

Mekanisme musyaparal BPD sebagai berikuti
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;



t.

29

musyawdan BPD djnyatalan sai apabila dihadiri oleh
parins sedikit ,/3 (dua pertisa) ddi jElan sscota BPD;
pengambilan keputusan dilakukd deng@ cda
musyawaoh guna mencaPai mufakat;
apabr.a mL$astra}l mulaka r'd€k Frc"Dai.
pengambilan kePutusan dilakukan dengan cara

pehungutan suda sebagaim@a dimahsud pada hrlruf
d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sediklt %
(satu perdua) ditmbah 1 (satu) dari jumhn mssota
BPD yang hadir; dan
hasil musyawdan BPD ditetapkm dengan kePutusan
BPDdan dilampiri notulen musyawuan yang dibua! oleh

Bagid Keenam

Peraturan Tata'Iertrb BPD

Pasal60

(1) Peraturm tata tertrb BPD paling sedikit memuar:
a. waktu musyawaEh BPDi
b, pengatumn mengenai pimpinan musyawaEh

BPD;
c. tata cda musyawdai BPD;
d. tata laksana dd hak menyatarrd pendapat BPD

dan anggota BPD] dan
e. pembuatan beritaacara musyawdah BPD.

(2) Pe.gature menseoai waktu musyawarah sebasaimana
dimaksud pada ayat (r) hurul a meliputi:
a. pelakssaan jm musyawarah;
b. tempat musYawarahi
c. jenis musyawaia!; dan
d, dafta. hadli anggota BPD.

lT) PenA" u-d meneena pimorn4- T' syarareh BDD
.pb3gaim&a dimaksr o oada aJdr r ll hurul b melpru.
.. pPne.aD2- p'mpin4r mus)owtuah rpab Id prmoman

dan m8gota hadir lengkaPi
b. penetapan pimplnan musyawa€h apabila ketua

BPD berhaidgan hadir;
c. penetaPd pimpinm musyawaral apabila kerua dan

wakil ketua berhalansan hadir; da
d. penetapan secara fungsional pimpin@ musyawarah

sesuai dengan bida.g yang ditentukan dan
penetapan penggantid anggota BPD antar waktu.

{41 Pensa Lrd mergFna. cra 'tra musJasda1l BPD

:.boBaim4ra diaaksLd p.da avat { llhuat. melipr'i:
a. tata cara pembaiasan rdcangan Peiaturm Desa;
b. konsultasi mensenai rencana dan prosrm

Pemerintai Desa;
c. tata cara msnsenal Pengawasan kinerja kePala Desa;

d ut- .ara lenarlungan z..u pen\4lurdn aspir.s'
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l5r Densa'Jrd m.ngenci'.ro leksda dd hak rn)Etal<an
pFndapct BDD qFbEgainda drmak:rd a)a_ lir \rruJ d

a. pemberid pandangm terhadap Pelaksanad
Pemerintahan Desai

b. penyampai@ jawab@ atau Pendapat KePala Desa
atas Peddgan BPD;

c. pembeian Pdddgan akhir atas jawb.. atau
.endabat Keoala Desa: dan

o. i,raar harJr dm peryampaian pdddsan a-kh

BPD kepada Bupati.

(6) Peneaturan mengenai Penlusunan be' ' acara
muayawa.ah BPD sebagaimda dimaksud avat (1) hurtt

a- penrusunan notulen rapat;
b. pen lsunan benta acda;
c. format berita acda;
d, penandatanganan berita acaE; dan
e. penyampaian berita acda.

Pasal6l

l(etentus lebih lanjut mengenai pedomm BPD

sebasaimana dimaksud dalam Pasal 50 s@Pai densan
PasaL 60 ditelapkan dengan Peraturan BuPati

BAB VIII
(EUANCA'{ DESA DA\ ASL,T DESA

Bagian Kesatu

Keu@gan Desa

Paragraf 1

Umum
Pasal62

(1) (euangm Desa adalah semua ha} dan kewajiban Desa
yeng drpa' d.n'ri dengdn u B 'e-k \"861a se:J'tu
b"rup5 uars dM bamns vang b"rlrubuncd dengai
pelaksanad hak dao kewajiban Desa.

{2r H4k dd kewaiiban sebag.'Tano dimalsud Pada a}6r
{ll aFn,moulkd pendaprtEn. belanja. pembia},@' dd
penselolaan Keuegd Desa.

Ptragraf 2

sumber PendaPatan Desa

Pasal63

lll PendapaLan Desa bersumbe. d i.
e. peid-petan "rii Desa .e dro .!as hasrl usah.. h.s''

aset, lwadaya dan Pdtisipasi, gotons rovong, dan
lainlain Pendapatm asli Desai

b. alokasi Anggare Pendapatd dan Belmja Nesah;
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c. bacjan dari hasil pajal Daeran dan Retribusi daerahi
d. alokasi dda Desa ymg merupak@ bagim dari d@a

perimbangan ymg diterima Pemerintah Daerah;
e. bantum keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi datr Anggaran PendaPatd
dan Belanja DaeEhj

I hiban dan sumbangan yog tidak rengikat dad
pihak kedga; dan

g. lain lain pendapatan Desa ymg sah.

r2) Se'Jrl- PPnd4palM Des- d'r.,rma d"n dis,l rrk8r
rF dlui reken'lB kr. Dcs€ dan Prn8cutuun\"
ditetapkan dalm APB Desa.

Paragal3
PengeLol&n (elmgan Desa

Pasal64

(1) Pengelolaan keudgan Desa tuelipulir
a. perencanaan;
b. pelatsanaanl
c, Penatausahad;
d. pelapord; dm
e. pertuggungiawaban.

(2)PenseloiaaD keuangan Desa dilalsdakan dalm
masal {satul tahun anggde terhitung mulai tanggal 1

Joudi sampai dengan 31 Desedber.

Pasal 65

{1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasan pengelolad

t2) Daldn me.aks"_dkM kekuasm "bagarmdna
dimdl,sud pads aisl llr. Kepala Dcsa menguasdLm
sebagian kekuasaanya kepada Pe.angkat Desa.

Paragal4
Anggaran Pendapatan dm Belanja Desa

Pasal66

(1) APBD Desa terdiri atas basim Pendapatan, belanja, d@
pembiayaan Desa.

{2r Ra.angan Anggsrm PrrdoPaisn d3- Bel"nra Des.
di"jLk; olet hpp"la Desa ddn dimusv"sdd}lkm

t} SF5uai deng"n hJ"il nusyasara' sebae.irana
ormarrsrd p€dc d)ar 12, KFD,.a Dcla menFrspkdn APBD

Desa setiaP tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal6T

(1) Rdcangan Peraturu Desa tentang APB Desa disePakati
bersama oleh Kelala Desa dan Badd Permusyawaratan
Desa paling Lambat buld Oktober tahun berjald,
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12, R4r,dEan oFrarlran Desa ten.dg APB Drsa
seoasai;en, d,malsld psdc a\a' ll, disamP kan oleh
Kepala Desa kepada Bupati melalui C@at atau Paling
Ia@bat 3 (liga) hari sejak disepalati utuk dievaluasi.

(3) Bupatj dapat mendelesasikan evalusi ralcmgd
Peralurm Desa tentang APB Dssa kepada Cmat atau

(a) PeratuEn Desa tentmg APB Desa ditetaPkan Paling
lambar tanggal 3 1 Desember iahu! @ggdan berjalm.

Pasal 6a

rlr Brooti Tensrnfo-m":ikan -e-.snc ADD. b"giaa bagi

hc;,| Daiek Daerai ddn ,1ribu'' Daerah rnrLn De"a'
serta bantus keumgan yang bersumber dari Anggaran
Pendapats dm Belsja Dae.ah Xabupaten.

12) Bupati menympaikao intomasi sebagaimala
di;aksud pada avat (1) kepada Kepala Desa dalar
jangka wakau 10 (sepuluh) han setelah kebij,kan umM
anggdd dan prioritas serta plafon anggaEn sementua
drs+akati (epala Dae.ah bersama Dewan Peruakild

{3) lnlormasi Bupatr sebasaimda dimaksud pada avat (I)
dm ayat (2) menjadi baha. penlusunan cn.angan APB

Pasal69

llt Bplanta De\a dipr'oriEskdn Lntuk memenL\'
kebuur2- perbdgunan yrg disFpakdd dalm
Musvawdah Desa dan sesuai dengm Prioritas
Pem;intah Daerah, Pemerintai Provinsi, dan

t2r {rbJruna. perbangund sebagaimena dindksud p"da

"\"r r1r melouu. .e dp. rdak rerbdlds pads ieb rruhm
pi..".. p..ry"r- ae"ar. nckuned. ou kFgrarm
pemberdayen masyarakat Desa.

(3) Belanja De6a yds ditetapkan dalan APR Desa

disunakm dengd ketentuan:
a.- paLins sediliit 70% (tqjuh Puluh persen) dali jumlah

dsg;ran beleja Desa digunakd untuk mendanai
penv.t.neeraa" Pemerintahan Desa, pelaksanan
p"-U-zu"- Desa, pembilran kemasvdalatm
besa, dan pemberdaymn masvarakat Desa; dm

b. paling bdvak rooo .trBr Puluh pFr5pn) dari iumLL
msRzrd bel"r a Desa digura\e mruk:
1. penghasiLan tetap dan tunjangan Kepala Desa

dd Perangkat Desa;
2 ooerasionaL Pemrrinta]1 Desa;
g. 

' rnr._e"n dan oPF€sronJ B'dsn
Permusyawdatd Desa; dan

4. llsentil rukun tetansga dm rul<u wafga'



(4) IGtentuan persentase sebagaimda dimaksud PAda ayat
(3) diLaksmakao dalm hal besaran Dana Desa ,€ng
diterima oleh Desa telah mencapai 10o/o (sepuluh perseo)
dari dan di luar doatransrer daeran (on top).

Pasal TO

(etentuan lebih lanjut mengenai pengadad barang
dan / atau jasa di Desa ditetapke dengan Peraturan BuPati.

Penshasnm Pemerintah Desa

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dd Peranskat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber ddi
dana perimbdgm dalm Anasdm Pendapatan .latr
Belanja Negda yang diterima oleh Peme.intan Daerah
dan ditetapkan dalam anggaran pendapatd dan belmja

(3) selain penghasilan tetap sebasaimana dimaLsud pada
dyar (lJ. (-pJ" Dcsa da PFrangkar De6€ mener.na
tunjmgm yang bersumber dari APB Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimksud pada
ayat (1), K€pala Desa dan Peiangkat Desa mempercleh
jaminan kesehatan, jamiom kematian, penghargaan
pumabakti dan dapat memperoleh penelmao lainnya
yang sah sesuai dengan kemampu@ keudam daeran
dan/atau kemampuan keuansm desa .

Pasal 71

(1) Kepala Desa dm Pecngkar
!hE\as\\a\ tetaD sE\\a!b$b\.

500.000.000,00 (lima ratus

Pasal72
(1) Pendasllan tetap kepala Desa dd Peranskat Desa

dimccarkan dalam APB Desa ymg bersumber ddi ADD.

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasild tetap kepala
Desa d@ Perdgkat Desa medggunakan penghitungan

a. ADD yans berjumlah kuieg dari Rp

digunakan maksimal60% (enam puluh persen);
b, ADD yaDg berjunlan Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupian) smpai dengan Rp 700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah) digunakan mat6imal sO%
(lima puluh persen);

c, ADD ymg berjumian lebih dali Rp 700.000.000,00
(tqjuh atus juta rupiah) sampai densan RP
900.000.000,00 (6embild rarus juta rupiah)
digunald maksimal40% (empat puluh persen); dan

d, ADD yang berjumbn lebih darl Rp 900.000.000,00
(sembiLm .atus juta rupiah) disunakd makslmaL
30% ltiea puluh persen).
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'.n PensaLol'.asd bdBs maksrmal sebaga'tu5 dinalsud
' ocd; ava 12r di,"tapkcn d'ncar mempPlimoanskM

"fiqi"n.'. Jumla. pe-mg<a.. ioflp'cksiEs lug6!
..merL.tahm. dan letak seosralrs

(a) ;upatl menetapko besaran Penshasilan tetap:

h s.iad:ris D€sa odiine s"dikrr /0o" .tuluh puluh
persen) ddi penghasilm tetap Kepala Desa Per

. Pdanekar Des" s'larr S"krebi\ Desa Psffg sedrk''
50'" il,ma puluh persen, dm prnshas'ld teuP
Kepala Desa Per bu1s.

rs, B€sac_ D"nshasilan te'ap hepJo DPs- dan Derdgkal

Des" seb.sa;da dimaisrd oad. ova! l4l drlebpk€n
dengan Peraturan Bupati.

Pasal T3

r seLain me-Fnma peneh,s.lan r"Eo \.b.gaimana
dimakslo dal2T Ps"dl 7t, Kepala Desa dar Pe'm8kar
Desa denerima tunjangm dan Peoerimad lain vang

r2r tunransa' ds penFrirtun laiD Jdg s'"r sebagamana
dinu"ua paoa "r, (1) ddpar be-" rmber don APB Desa

dm berd;sarkd ketentum Peraturd perundang

r.1r Besdd turi ean dan p"neinsd lain \ang sah
' 

'.taeainana o'n1*sud pada "vd' (ll d'l"r5pkd densd
Peraturd Bupaii

Pasal T4

Keientud lebih lanjut mensenai pedomm pengelolaatr

keudga! desa ditetaikan dengan Peraturan Bupatl'

Bagi@ Kedua

Ase!Desa

Paragrai 1

Umu
Pasal 75

rlr Aset Desa ddpar berupa r-na,h kas Des6' lanah uLa!€r'

Dasd De.a. Ddsd hesd, lanoatan pF€hu. b€nelnm
;"",. *-"i;",^ ikm, pelela'sd lasil p"tui' '

i" * i"irir. 5"*, rara a'- mil'k Desa pemddraa
umum, dd aset lainnya milik Desa'

(2) Aset lainnya milik Desa sebagamana dif,aksud pada

,vat ltl anEra lain:
; lekavan D*r vala dib"li a@L d'Percl'h aLas bebo

Ans;&-n P"noapo,d dd Brlrnr" \egara Anggdd
p.naao"La da- Be'dla Da'rah. se(a Anggen
Pendapatm dan Beldja Desa;



b. kekayad Desa yang dipercLeh dari hib'h dm
sudbansm atau ymg sejenis;

c r{F{avM Desd ydg dipProlen seba8tu pe'ak$nacn
dcri pFrj.n"m/ko" r-k oan l.'n Lain srsua. drrCe
ke'enrJd peratura Perunddg_uld.ngd:

.l hasil kerla saro Desa: dm
e. kekayaa; Desa yang berasal darl perclehan laitr'ya

,.li l(edav&n mrlik P"mennu} .l.n Pemerin'd}l Darrai
berskala 'okal 

DFsa vdng ada di Des. dspa dihibanktr
kepemilikannya kepada Desa-

{4) Kekayaan milik Desa vang beruPa tanah disertifikatkm
atas nama Peme.intah Desa.

rsr lekava4n rrlrk DFSa vdg lelah d.anbil alih o-eh

Pemenntah DrF€. Kabuparcn dik"mbalikan keoadr
Desa. kecuali vos sudah digunakan untuk fasilitas

mrik DFs" \d. dilengi"Pi dene._ bukt:

"t5t:s kepen'rk€n da i drEbr \ah"kan '"'ar" errrb'

PasaL 76

t r Dengelo'tun kekoy"an milik Desa o'lak'dakan
ueriasa t*n ases kepFntrncEn um@ funBs'onal
drpdrr€r hu{um keterbJLaan 'ls.ensi' elek'rvi as'

akuntabilitas. dan kepastian nilai ekonomis.

t2t Peneelolad keka)aan rilik Desa dil"ku*"n rnruk
menireterkan kesri.h q4d o"n redl h:duP

-,*,i6k,r Desa s.1a men'asLaLkdn p'ndapalan De\6'

r3r Per;elol-d *e{avarn nrl{ D"s. seb'Cainma
diT;{"ud pada a,€r '21 drbah-s oleh ("PAla D'sa

Paragral2

Tata Cara PenseLolam Kekayen Milik Desa

Pasa177

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barmg

(2) Kekaya mnLk Desa drlardg disera]'km
kepada prhak lain sebagai pembayaran
Pemerintah Desa.

(3) Xekarad nilik Desa dilardg digadaikan

lsmin unuk mendaPatkan PrnJman
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Pasal Ta

Pengelolan kekayan milik Desa merupa](d rangkaian
kegiald mulai ddi perencanaan, pengad@n, penggunm,
pemanlaatan, peneamzLfu, pemeharaan, Pendapuse,
pemindahtangdd) penatausahad, pelaPoran, penilajm,
pembinae, pengawasd, dm pengendalian kekayd milik

Pasal 79

{1) KepaLa Desa sebagai Pemesans kekuasaan pengelolad
kekaym nilik De6a.

(2) Dalam melaksanake kekuasau s€bagalm€na
dinDlsud pada ayat (1), kePala De6a dapat
menguasal<m sebagim kelaasennya kepada

Pasal a0

(1) Penselolad kekayam mllik Desa bertujua
meningkatkd kesejahteraan masyara.kar Desa dan
meningkatkan pendaPatan Desa.

(2) PengeloLaan kekayam milik Desa diatur dens@

Pasal a I
(i) Pengelolae kekayad milik Desa yang berkaitan dengaE

penmbahm dan pelePasan asst ditetapkd de!g@
Pemlurm Desa sesuai deng@ kesepakatao musyawdan

(2) Kekayen milik Peherintah dan pemerinta]t daemn
berskala lokal De6a dapat dihibaikm sesua densd
ketentud peraturd perundag_unddgm.

Pasal a2

(1) Kekaym milik Desa yang telah didbil alih oleh
pemerintah daerEh kabupaten dikembalikan kepada
Desa, kecuali yang sudah digunak@ untuk fasilitas

(2) Fasiltas umum sebagaimana dimak6ud pada ayat (1)

merupaLm lasilitasi untul< kePenting@ masyamkat

Pasal a3

Ketentuan leblh ldjut mengenai pedomd pengelolad
kekayad dm aset desa ditetaPkd dengan Pc6turan
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BAB IX
LEMBAGA KEMASYAM(ATAN DESA

Bagian Kesatu

Uoum
lembaga (emasydakatan Desa

Pasai a4

(1) Desa mendayacunar<an lehbaga kemasyarakatan Desa
yog ada dalam membantu pelaksanm fugsi
penyelenggaraan Pemerint.nd De6a, pelaksanMn
pembaEeuan Desa, pembinam kemasydalatan Desa,
dd pemberdaymtr masyarakat Desa,

12) Lembasa kemasyarakatan Desa seba8armda dimaksud
pada ayat (1) merupak@ wadah partisipasi masydal{at
Desa 6ebagai mit.a Pemeriotah Desa.

(3) rrmbaga kemasyda1{atd Desa dibentuk atas
prakarsa Peme.intah Desa dan mslara!€t.

(4) Lembasa kemasytraLatan Desa sebagdmma
dimaksud pada ayat (1) bertusas;
a. melakukan pemberdayaan masydatat Desa;
b- ikut serta dalam perencdaan dan pelaksdam

pembangunalj dm
c, meningkatlan pelayman masyarakat Desa.

(s)Dalam melaLsmakan tusas sebasaituana dimalsud
pada ayat (4), lembaga kemasydakatan Desa mem iki

a. menampung dan menyalurkan asPi.asi dasyarakat;
b, oenanamkan dan memupuk .asa persatuan d@

kesatuan masydakat;
c. meningkatkan kualitas ds memPercepat pelayand

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa!
d. menFsun rencana, nelaksmakan, mensendaLikan,

melestarikm, dan oergembmgkao hasil
pembangunm secara partisiPatif;

e. frenumbuhkan, mencembangkan, dan
menggerakkan praldsa, partisipasi, swadaya, serta
gotong royong masrarakat;

t meninskatkan kesejahterm keluarcai dan
A. men:.9(a krr kualil6s sumbe_ dayr rdr sia.

(6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatm Desa diatur
dengan PeEturan Desa,

Bagiao Kedua

Tata CaE Pembentukan

Pasal a5

(1) Pembentuks lembasa kemasyarakatan dilalsanakan
mels.lui mekaisme musyawarah dd mufatat

{2) Hasil Musyawdan dan mulakat sebagaim a dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan PeratuEn Desa.
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Pasal a6

Lembaga (emdydal€tan sebagaimana dimal<sud ddm
pasal a4 terdiri atas I

a. lembaga pemberdar?o masydakat;
b. pemberdayaao dan kesejahlera@ keldga;

d. rukun tetegga; dd

Pasal aT

(1) Kepenguruen lembaga kerasyaralats sebagaimM
dimaksud dalam Pasal86 diretapkd dengan I&putusd

(2) Pemerintall Desa melakukan pensuatan lembasa
kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga
kemasyarakatan dalar setiap kegiat@ pemberdayaan

Pasal 88
Ketentm lebih lsjut mengen& Pedomd lembaea
kemasyarakatu Desa ditetapke dergd PeratuEn Bupati.

BAB X

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal a9

11) Desa dapat mendnikan Badan Usaha Milik Desa y@g
disebut denge BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengm semangat kekeludgaan datr
keeotongroyongan.

(Jl BUM D"sd oapat aFl'dlankan u\aha di bidmg ekolori
dar€tsu pe'"\€-an umum s_suai denge kcr'nruM
peraturanpe ndang-undmgd.

(4) Dal@ pelayde usaha mtarDesa dapat dibentul< BUM
Desa yms merupar{m milik 2 (dua) Desa atau 1ebih.

Bagian Kedu
Pendirian dan Orgmisasi pengeloia BUM Desa

Paragraf 1

Pendirian BUM Desa

Pasal90

(1) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui Musvawairh
Dera dm dir"kpl'm delgan Perarurd Desd.
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(2) Pendnqn BUM Desa dimzksudkm sebagai uPaya
menmpung seluruh kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelaydan umum yang dikelola oleh desa
dd/atau keriasama antar Desa.

(3) Pendirian BUM Desa be ujud:
a, meniEgkatkm perekonomqn desai
b. me.goptimalkan aset Desa agar bemanfet untuk

kesejahteram Desa;
.. meningkatkan usaha masydakal dalam pengelolam

potensi ekonomi Desa;
d. mensemba.sko rencda kerjasama usaha mtar

desadan/atau dengd pihak ketiga;
e. menciptakan peLums dd jarinsan Pasd yang

mendukung kebutuian laymm umun warga;
t membuka lapanga kerjaj
g. meningkatk@ kesejahteraan masyarakat melalui

perbaikan pelayanan umum, pe umbuhan d@
Pemeratmn ekonomi desai dd

h. meningkatku peodapatan masyaraLat desa de
Pendapath Asli Desa.

Paagraf 2

Orguisasi Pengelola BUM Desa

Pasal9l
(ll O-gai'sd". pengFlolo BUM D"sa FrPisa,lr d5.i orgrni\d.'

Peme.intanan Desa.

(2) o.ganisasi penselola BUM Desa sebasaima di@ksud
pada ayat (1) te.dni atas:

b. pelaksda operasionalj dan

tJl Penarr-n kep_n8lr\"n orguisasi
sebasaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disumkm
penyebutan nama setemPat yang dilandasi semangat
kekeluargaan dd kegoto.groyongm.

Paragraf 3

Modal BUM Desa

Pasal92

(l) Modal awal BUM Desabersumber ddi APB De6a

(2) Modal BUM Desa terdni atas:
a. penyeiraan modal Desa;dan
b.penyert@ hodal masyaralat Desa.

Pasa193

(1) Penvertm hodal Desa sebagaimana dimal{sud dalam
Pasal 97 ayat (2) huruJ a terdiri atas:
a. hibah dari pihak spasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyaial<atm da!/atau lembasa donor ymg
disalukm melalui mekanisme APB Desai



b. banauan Pemerintah,
Pemerintan Daerah
mekanisme APB Desai

Pemerintah Provinsl, ds
ydg disalukan melalui

c. kerjasma usaha dari pihal swasia, lembaga sosial
ekonoml kemasya.akatan dan/atau lembaga donor
yans dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan
disalurkd melalui mekdisme APB Desa;

d, aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai
dengd ketentum peraturm perundmg-undangm
tentdg Aset Desa.

(2) Penyertam modal oasydal<at Desa sebagaimma
dimaksud dalam Pasal 97 aya! (2) hurui b berasar ddi
tabunsm masyarakatdan/atau simpand masyaakat.

Paraeral4
Pas.l94

Jenis usaha BUM Desa

(11 BUM Desa dalam mengembangkan usahdya, dapat
memiliki beberapa jenis usaha.

(2) Jenis us.na BUM desa dapat meliputi :
a. bisnis sosial (socidl business) sederhana yans

memberikan pelayean umum (serumd kepada
masyarakal dengan memperoleh keuntung@
finansial, dengm memanfaatkm sumber daya lokal
d€n reknologr repat guna, yug rei'pur a r rLn
desa, usana Listrik desa, luhbung pdgan serta
usa]ra sunber daya da! teknologi tepat guoa

bisnis penyewa@ (renting) bdmg untuk melaydi
kebutuhm masydakat Desa dm ditujuk& untuk
memperoleh Pendapatm Asli Desa, yang meLiputi
alat trmsportasi, perkal{as pesta, gedung
pertemum, rumah toko, t ah milik BUM Desa, daE
barang/aset desa lannya ymg dapat disewaltu;
Lsala pr,.rrda \brc\pMst v&C membe,.kon 

'asep-l€)dm kepad€ dorco, ysng melipu.i iasa
pembayaran listrik, pasd desa untuk memsarkan
p-odJk )a'A dih"'"kd nrytuahd' dM J6st

blsnis yag berproduksi dan/atAu berdasans
(lradins) barans-bd@s te.tentu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat maupun dipasdkao pada
skala pasar yang lebih luas, yang meliputi pabnk es,
hasil pertanian, sarana produksi pertdid, dd
kegiatan prcduktil lain.ya;
bisnis keuaogd (inondial ,usiaess) y@s memenuhi
kebutuhao u6aha-usaha skala mik.o ymg
dijalankan oleh pelalro usaha ekonomiDesa y@s
meliputi pembeid akses kredit dan pinjaman yang
mudah diakses oleh masyarakat;



41

t usaha bersama (holdui! sebagai induk dari unit-
unit usaha ,€ng dikembangkm lmsy akat Desa
baik datm 6kala lokal Desa tuaupun kawaen

Pasal95

Ketentuan lebih ldjut mengenai pedoman BUM Desa
ditetapkan dengan Peratu.an Bupati,

BAB XI
(ERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Umum
Pasai 96

(1) Desa dapat mengadar<d kerjasama densu Desa lain
ds/atau densd pihak ketisa.

(2) Pelaksanam kerjasma antdDesa diatur dens
Peraturd Bersma Kepala Desa.

(31 Pelaksmaan kerja sama Desa densan pihal ketiga
diatui dengd perj@jim bersama.

(3) Peraturan bersa@ dan perjanjian beisama
sebasaioam dimaksud pada alat (2) dm (3) paline
sedikit memuat :

a- ruds lingkup kerjasea;
b. bidans kerjasma;
r. Eu cdrd dd *e'en'ucn pflasdtld keriasarai
d. janska waltur
e. hak dan kewajiba!;

g, tata cda perubahani penundman, dd pembatalan;

h. penyelesaian peiselisih@.

(4) camat atas nma Bupati memlasilitasi pelaksdaan
kerjasma antarDesa ataupun kerjasama Desa dengan

Bagian kdua
Pdagra.f 1

Ke.jasama AntarDesa

Pasal 97

(t) Desa dapat mengadat<m keiasana antarDesa ymg
dilatukan sesuai kewen@sannya untuk kepentingan
desa dm diatllr dengan Peratutu Bersama (epala Desa
setelah mendaPat Persetujuan BPD.

(2) k{asama antarDesa meliputr i

a pe-gerbd8m us4!a bFrsrma \a_g dTilik oleh
Dera unruk r-n"apd nilai eqolon . yme berdaE
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b. kegiatan kemasyarakatao, Pelayanm, pembdgunan,
d; pemberdayad masyarakat antarDesa; dd/atau

c. bidang keamanan dan ketertlban-

(3) Kerjasama antarDesa diatur densm Peraturan Bersama
(epala Desa melElui kesePakatan musyawdai antar

t4r Kertasaro mtdDFsa sebagainma dimaksud P3de ava!
( r dM 4va' 12) o,.aksdnaGn olel- Badm Kerjasda
int..O-"u yang d'ben_uk arlalur Pera.q- BF'srtu

(sl Musyawarah mtdDesa sebagaimma dioar.sud pada
ayat (2) mehbahas hal yang berkaitan densan:
a, Dedbenlukd lembaaea dtsDesa;
h ;ebksanan orop-m PerPlntah dm o'm'r,nLa\

b""."r, y"ng'a"p"t dilzksMakan ne.alu. skema

kerjasama altdDesa;
c. peren(Ean, pel.1{sanaan dd Pemantauan program

Dembangunan antarDesa;
d. penaaloks\ian anggdm u-ruk pFmocngurd Desa.

dtdDesa de kawas@ Peidesaan;
e. masukm terhadap p.ogr@ Pemerintah Daerah

temDat Desa tersebut berada: dan
f. keei;tan lainnya yars dapat diselenggarak@ melalui

kerjasama dtarDesa.

Pdagral2
Badan (erjasama AntarDesa

Pasal9a

(t) Bad@ ke.jasama @tarDesa terdiri atas :

a. Peherintah Desa;

c. lembaga kemasydakatm Desa
d. Iembaga Desa lainnya; dan
e, tokoh masyd"kat dengan

{,,1 SJsun"n o-sdisasi. s s krrj,. dan perbenrukar
B"dcn keuasara sFbagajmarr drm.ks' d pada aval I )

diLe.apkd oerg"n Perdtu_zr Bersard Kep€16 Desz.

(3) Dal@ melaksanakd pembdBunan antarDesa, -BadanMtarDesa dapat
krlorPok/rrt o.ga 6esEi oe.sdn kFburuhd.

14r Daidm De.ay"n.. usacr mla'De\d dapat dro"ntuk BUM

De'" l;ne r"rupaku m,lik ) rduar desa atau eb'\'

r5r Badd ieria.da sebz8m.ra dimak<ud pada alal l2l
bertanssuna rawa b kepada {€pala Desa.
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Bagim Ketiga

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal99
(1) Kedasda Desa dengd pihak keriga dilakukan untuk

mempercepat dan meningkatkm PenyelenggaEd
Pemedntanan Desa, pelal<sanae pembdguna Desa,
pembinan kemasyarakatan Desa ds pemberdayaan
masyaratat Desa,

(2) Kerjasatua dengan plhak keriga sebasaimana dimal{sud
pada ayat (1) dimusyawdal,kd dalam Musyawach

Pasal100

Ketentuu lebih lmjut mengenai ledoman kerjas@a Desa
ditetapkm densm Pe.aturan Bupati.

BABXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian &satu
Umum

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi
penyelenggfaan Pemerintahan Desa.

(2) Pemeriotah Daerai dapat mendelesasik@ pembinam
dan lengawasan kepada perdgkat Daeran.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup Pembinaan dm Pengawasa!

Pasal102

lr) Dcmbinm oM pencawasan b.r ujJ.- ulru[.
a. Pemerintah Desa frelaksaoal<m

penyelenggdmtr Pemerintahm Desa dengan bajk

b, membentuk Pemerintanm Desa yang profesional,
efisien dm eGktif, terbuka, serta bertanggungjasab
guna meningkatkan pelayanan pubUk dm

(2) Pembinaan dd peosapas@ yms dilakukan oleh
Peheintai DaeEh sebagaimma dimaksud pada ayat
(1) meliputii
a. memberikd pedomm pelaksanaan penugasan

lnsan Daeran ydg dilaksanakan oleh Desa;
b, memberikm pedoman peqlsunu Peraturd Desa

dd Peratu.an Kepala Desa;
c. memberikan pedoman Penlusunan perencanmn

pembansunan pdiisipatif;



d. melakukd fasllitasi penyelenggaraan Peme.intanan

e. melal{ukd evaluasi dan pengawas@ Peraturan

I menetapkd pembiayad alokasi dana perimbangd

g. mengawasi Pengelolaan Keu@gm Desa .l2n
pendayasuaan Aset Desa;

penyelen8garas Pemerintahan Desai
i, menyele.ggaralan pendldikan dan pelatihan bagi

Pemerinrah Desa, BPD, lembaga kemsydakatan,
dan lembaga desa laionya;

j. memberi\ pergl-a-gsd alcs p-es'd5i v4rg
dilal<sanakan dalam penyelengBden Pemeriotahan
Desa, BPD, lembaea kemasyarakatd, dd lembaga

upaya percepatan pembangunan

l. melal{uka! upaya Percepat@ Pembsgun@ Desa
melaLui bmtum keuangan, bdtua! pendmPingan,
dan bantud teknisl

m, melakukan peningkatao kapasitas BUM Desa d@
lembaga kerja sama antarDesaj dan

n. memberika! sdksi atas penyimpango yds
dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan
ketentuan peraturd Perundeg-undmgan

Bagian (etiga

Pelaksana Pembinaan dan Pengawasm Desa

Pasal los
(I) Dalam reeka pelalsanad pembin@ Desa,

Pemerintah Daerah membentuk tim pembina Desa.

(2) nn sebagaimana djmaksud pada ayat (1) te.diri dari
unsur peranekat Daeral serta dapat helibatkan
lnstansi Pemenntah yang ada di daerah dd unsur

tJl Tin seo6ea.re a drmaksud p"da a\a' rir Fmpuayar
tugas membantu Bupatl daLm:
a. menlusun dan menetapkan kebij.lan daeran d.Iam

penyelengg mn Pemerintahm Desa, pembangunan
Desa, pembinan kemasyarakatm Desa dan
pemberdayun masYdalat Desaj

b. melakul<an evaluasi terhadaP penvelenggaE@
Pemerintahd Desa, pembdgunan Desa, pembinam
kemasyarakatan Desa dan pembedavao
masyarakat Desaj

c. mengoo.dinasikm upaya penyelesaian masalah
ddm penyeleoggaraan Pemerintahm Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasvarakatd
Desa dan lemberdaytu masydalat Desaj de
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d. memberikan rekomendasi ledberian Penghdgun
alan sanksi dal@ penyelenggarad Pemerintahan
Desa. PembMEt'd D's.. PFmb:nda'
L.-asv,r.Latan Desa dan pFmberdz,en
masyaiatat oes".

Bagian (eempat

Peran Kecmat@ Dalam Pembinad dan
Pengawasm Desa

Pasal 104

r1' Cd.r n".aksan.Lm p'mbina"n d"n prngasas6n Desa

srsua tusas, fung_ dlr k"$a.ba- Ca-"r be'das"Iksn
peraturan perundang undanem.

')' D,sdoins m",aks"rakm pembincan dan peng8wastn
' ' F'das:rkd LLgaq, funssi dar kewajibarn)a cma

menerima oend"lemsio sebasian rugas Pembrn"d dan
p-ngawasu s.oai"'nana dimoisud dalsr p:rcl 02

ayat (2).

lul I<e'M2.2n d:be- -ok"\' anggda d.n smber d'va
manuqi. ydng mMp, mFnLr.dg k.lun""ot tugt'
pembinam dm Pengavasan De6a

Pasal 105

r Ir KeDa.a DFsa walro rF'a<'d"nan pedomc_ d€r
1de dlbFrikdn oleh ( m"t d'lam l-al

o-aJmar a* p'nseahan re6Pbur untuk keld"tltu
ir""*+.ee.-- Pen.,,nt.l-d Desd. penbdguncn
be'i, E-urnam <eadsvtuakaran oesa dd
pemberdayaan masydal<at Desa.

r2r <eDala D's. wciib oP,dkranakd per'1r6h van8' 
'libel_i'n 

o'eh cddtd''dn h't per'ntal- rcrrFbuL unruk
helaksanakan peraturan perundang_undangan-

Pasa]106

ll) Ddl5tr hal Kep.la Des. r'oa< neldli"ddkM Dedoman'
pe-sdra}lm dan pFnnlah Cdmtl beb'gaimma
ain".tsud daLam Pasal 105, c@at bevenang untuk
memberikan sanksi kepada Kepala Desa

12, Sdt{ri y4rg d.oe"i!M Camat seb.gajmar ' dinalrud
pads ayat (1) daPatberuPa:

.. usulan tidat mendapatkan prioritas
ydg Easuk ke Desa; dan

d. usulan oenudaar penvalurm angE'En
bM ha;iL Para!. dan Retflbusi Daerah
p"ig..-g.n p.g. dggarctr ADD dan
Paial Daerai dd RetribusiDaeran.



46

Penghargaan dd sdksi

Daerah memberikan
memberlkan penghargaan atas Ptstasi ydg
dllaksanakan Pemerintah Desa, BPD, lembaga
kedasydakatm dalam penyeleng8den Pemerintanm
Desa, pembangunm Desa, pembinae kemasyarakatan
Desa dan pemberdayun masydakat Desa.

(2) Penghargaan sebaeaimana dimal{sud pada ayat (r)
dibeiikan berdasdkan hasil penilals yane dilal<ul<d

(3) Penshdeas sebasaimda dimalGud pada ayat (1)

meliputl brapi tidak terbatas:
a. pnoiitas mendapatkd bantuan keuangm;

b. prioritas sasuan prcg.am daerah ymg masuk ke

c. penambahm pagu ADD dan bagim ddi bagi hasil
pajak Daerah dm retribusi Dae.ah

Pasa1loa

(1) Pemerintan Daerah dapat memberikan sanksi kepada
Desa yang tidak melalGanakan asas Penyelenggeaan
Pemerintehs Desa:
a. kepastian hukumi
b. keterbukad; dan
c. a.kuntabilitas,

(2) sanksi sebasaimana dimal{sud pada ayat (1) meliputi
tetapi tidak terbatas:
a. tidak m€ndapaikan prioritas pemberian banluan

b. tidak mendapatkan prioritas sasaEtr
daeran ymg masDk ke De6ai

c. penguransan pagu ADD dm bagian ddi bagi hasil
pajak Daerah dm ietribusi Daerahj dan/atau

d. sdksi lainnya yang ditentukan oleh peraturan
perunddc-unddgd.

BAB XIII

KEIENTUAN LAIN LAIN

Pasal 109

llt S.\rFhs Drsd yane bersrdrus Pl\S rerp neni4ankdn
ruessnya sesrai d.lge keLe' rum oeandeg

(2) Pe.anskat Desa yans berstatus PNs dalam menjalankd
iugasnya selain tunduk kepada Peratucn petunddg
unddgd tentaEg Desa, harus tunduk kePada
p-rdr Im pe( 1dM8 undcnsEn ren.4rg aprarur sipil
nesa.a dan kepegawaio.
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(3) Dalam ha1 Kepala Desa msih membutuhkan dan/atau
tidak membutuhkan lagi peranekat desa y@g berstatus
PNs, Kepala Desa dapat mengajukd secda teitulis
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XIV

KMEN'|UAN PERALIHAN

Pasal ll0
P2d2 s'al Per.hrmn Daerah ini berlaku:

a. Perangkat Desa yang telah ada ydg tidak berstatus PNs
tetap mela]{smakad tugas smPai dengan usia 60
(enm puluh) tahun:

b. BPD ya-g rela,h ad. rFrap melakscn4kan ruga! smpJ
densm beral<hir ma6a jabatdnya;

c. Pengisian kemggoten BPD antNal{tu terhadap
keanggotaan yang telan ada, hanya dapat diLaLrkan
terhadap keaoggotan yang kurang dari baias minimal
dd tidak berjumlah gasali

d. Pa6ar Desa, Koperasi wanita, UPK Simpan Pinj@ dm
bentuk kegiatan usaha ekonomi lain yang tehn yang
dibentuk oleh Pemerintah Desa d@/atau hasil progrm
Pemerintah, Pemerintah Ploviosi, Pemerintah Daerah
yaog ada Desa dapat ditetapkan sebagai unit usaha dd
dikelola oleh BUM Desa,'

e. Lembaga kemasyd.l<atd Desa yang teiah be.dirl
sebelum admya Pe6turan Daerah ini, harus
menyesuikd dengan Peraturan Daerah inii

I BUM Desa yang telah ada, pengeloladnya disesuaikaE
dengan Peraturan Daerah inlr dan

s. Kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa deocd
pihak ketiga yang sedeg berjald tetap dllaksanakan
smpai densan beraknn ya kerjasama tersebut.

BAB XV
(ETENTUAN PENT,TUP

Pasal 111

PeratuEn Pelalsdaan Peraturan Daerai ini harus
ditetapkm paling lana I (satu) ianun sejak Pemturd
Daemh inj diundanskm.

PasaL 112

Pada saat Peratu.m Darah ini mulai berlaku:

a. Peraturd Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Ta]tun
1945 tentang Pembentukan Dusu! Dalm Desa Da
Lingkunsan Dald Kelurahan (tEmbmn Daerah
Kabupaten cimjur'Iahun 1985 Nomor 8 Seri E);
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b. Peraturan Daerah i(abupaten Ciojur Nomor 14 Tahun
1999 tentdg Sumbmgm/Bdtuan Kepada
Desa/Kelurahd (Lembtrm Daerah Kabupaten Cianjur
Tahu! 1999 Nomor 4 Seri E)j

c, Peraturd Daerah Kabupaten Cianju Nomor 10 Tahun
2000 tentang Keduduk@ Keuangan Kepala Desa datr
Perangkat Desa {LembaGn Daerah XabuPaten Cianjur
Tahun 2000 Nomo. ll Seri E);

d. Peraturan Daerd Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun
2oOO tetrtang Peraturo Desa (Lembdd Dae.en
(abupaten cidjur Tahun 2000 Nomor 13 Se.i E);

e. Peraturan DaeEh Kabupaten Cimjur Nomo. 13 Tahun
2000 tentans Sumber Pendapatan dan (ekayam Desa,
Pengurusan dm Pengawa6anEya (Lembdan Daeran
Kabupated Cianjur Tahun 2000 Nomor 14 Seri E);

I Peiatur@ Daer.h Kabupaten Cianju Nomor 16 Tahun
2000 tentdg Lembaga Kemasydakatan di Desa
(Lenbarm Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000
Nomor 17 Seri E)j

g. Peraturan Daeran Kabuparen Cid.jur Nomor 17 Tanun
2OOO tentang Kerjasatua Antar Desa (Lembdn Daerah
Kabuparen cimjur Tahun 2000 Nomor 18 Seri E);

h. Peraturan Daeral Kabupaten CiuiurNomor 06 Tahun
2006 tentang Organisasi Tata Pemeintanan Desa
(Lembrm Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2000
Nomor 6 Seri D)j

i. Peraturan Daeran Kabupaten cianiur Nomor 07 Tahun
2006 tentmg Badan Permusyawaratm Desa(trmbdd
Daerah Kabupaten Cianjur Tanun 2006 Nomor 7 seri
D)i

j. Pe.atuad Daerah (abupaten Cidjur Nomo.08 Tahun
2006 tentang timbaga Kemasy .l<atan Gamb an
DaeEh Kabupatefl Cianju Tahun 2006 Nomor a seri
D);

k. Peraturan Daeiah Kabupaten cianiur Nooor 09 Tanu
2006 tentang (erjasda Desa (Lembdm Daerah
Kabupaten Cimju. Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

l. PeEturm Daerah xabupaten cisjur Nomor 03 Tahun
2072 trntang Badan Us$a Milik Desa (lembarm
Daerah Kabupaten Cidjur Tarru 2012 Nomor 6 Seri
D);

m. Peraturan Daerah (abupaten cianjur Nomor 04 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembard DaeEh (abuPaten cianiur Tahun 2012
Nomor 7 Serl D)i

dicabut dan dinyatald tidak berlatu.
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Pasal113

Peiaturan Daerah ini mulal berlal.a pada tanggal

"i.;;.,;k"". 
Asar seLi.p or4ns mengeranJlnva'

;;#;;il;" p'""e,.a-e.. paaiJrd Datrdr, inr

;:;;;; 
*;";;;;:;"* -aaum r-emorar oa"mtr

Dit€taDkd di Cianju
pada tdggal lg Juni 2015

TJBI'JEP MUCH'IAR SOLEH

Diund gkEn di cimjur

XIFET

19 Juni 2015

NoREC PER.A IURAN DALRAd KABJPA_E\ C|AN IUR

PROVINSI JAWA BAMT (95l20Is)

L MUTAQIN

BARAN DAERAH (ABUPATEN CIANJUR TATTUN 20 15 NOMOR 4


